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Keberadaan penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran 
lebih dalam kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari 
berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari masyarakat 
yang merasa kasihan sampai masyarakat yang memang secara sengaja memandang 
sebelah mata. Bahkan, perlakuan yang diterima penyandang disabilitas berasal dari 
keluarga penyandang disabilitas itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran Dinas Sosial 
Kabupaten Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam menunjang 
Program Pemberdayaan masyarakat disabilitas. 
Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di 
Kabupaten Malang, sedangkan situsnya berada di Dinas Sosial Kabupaten Malang. 
Sumber datanya primer diperoleh dari beberapa wawancara dari informan yang 
berkaitan, sedangkan data sekundernya diperoleh dari dokumen-dokumen yang 
berhubungan dengan tema tersebut. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, 
observasi, dan dokumentasi. Sedangkan instrumen penelitiannya adalah peneliti 
sendiri, dan beberapa alat penunjang seperti pedoman wawancara, dan alat bantu 
lainnya. 
Pemberdayaan masyarakat disabilitas dilaksanakan dengan melakukan pelatihan 
menjahit, memasak, memijat, keterampilan bengkel dan sebagainya. Seluruh pegawai 
Dinas Sosial Kabupaten Malang aktif turut memberikan aspirasi dalam pengambilan 
keputusan dan penetapan tujuan. Aktor-aktor internal yang terlibat adalah bidang 
rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada lansia, panti, dan 
Lembaga-lembaga adalah bidang yang terlibat dalam organisasi kerja Dinas Sosial 
Kabupaten Malang, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan 
lain sebagainya. Faktor Pendukung kerja Dinas Sosial dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas adalah partisipasi masyarakat, sedangkan yang 
menjadi faktor penghambat yaitu terbatasnya anggaran dana. 
Penulis memberikan saran kepada masyarakat agar lebih banyak memberi 
dukungan dalam bentukan masukan-masukan bagi masyarakat disabilitas dan perlu 
adanya keterlibatan dari semua pihak yang bersangkutan, baik masyarakat, dinas 
terkait maupun para penyandang cacat untuk mewujuddkan adanya kesetaraan dan 
pemberdayaan bagi penyandang cacat. Selain itu, adapula saran bagi Pemerintah 
Kabupaten Malang yaitu Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup 
untuk pemberdayaan penyandang cacat, terutama setelah disahkannya Peraturan 
Daerah tentang penyandang cacat. Selain itu, alangkah lebih baik apabila Dinas 




















Dinas Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Malang agar 
dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau lebih sering lagi melakukan 
sosialisasi kepada para penyandang cacat terkait program yang dilaksanakan, agar 
informasi tersebut dapat diketahui oleh penyandang cacat dengan merata dan 
Pemerintah Daerah membuat inovasi dalam pemberdayaan masyarakat penyandang 
cacat mental. 
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The existence of persons with disabilities is considered to be less able to 
provide more roles in activities that require people. This treatment arises from various 
public perceptions of people with disabilities, ranging from people who feel sorry to 
that deliberately looked at one eye. In fact, the treatment received by persons with 
disabilities stems from the families of persons with disabilities themselves. This study 
aims to find, describe and analyze the role of Social Service of Malang Regency as 
well as supporting and inhibiting factors in supporting the Community Empowerment 
Program disability. 
The type of descriptive research with qualitative approach located in Malang 
Regency, while the site is in the Social Service of Malang Regency. Primary data 
sources were obtained from interviews from related informants, while secondary data 
were obtained from documents relating to the theme. Techniques of collecting data 
through interviews, observation, and documentation. While the research instrument is 
the researcher himself, and some supporting tools such as interview guides, and other 
aids. 
Disability community empowerment is carried out by conducting sewing, 
cooking, massaging, workshop skills and so on. All employees of the Malang Social 
Service Office actively participate in providing aspirations in decision making and 
goal setting. The internal actors involved are the areas of social rehabilitation, the 
field and the field of elderly, orphanages, and institutions are the areas involved in the 
work organization of the Malang District Social Service, in collaboration with the 
education organization and others. Supporting factors of Social Service work in 
supporting Community Disability Empowerment Program is community 
participation, while the inhibiting factor is limited budget. 
The authors advise the community to provide more support in the formation 
of inputs for the disability community and the involvement of all concerned parties, 
the community, the relevant agencies and persons with disabilities in order to realize 
equality and empowerment for the disabled. In addition, there are suggestions for the 
Government of Malang Regency that the Government should provide sufficient 
budget for the empowerment of people with disabilities, especially after the 
enactment of the Regional Regulation concerning the disabled. In addition, it would 
be better if the Malang Social Service Office in cooperation with the Department of 
Manpower and the Department of Transportation and the Department of Highways 
and Irrigation Malang Regency in order to improve the process of delivering 




















program implemented, the information can be known by people with disabilities 
evenly and the Local Government to make innovations in the empowerment of people 
with mental disabilities. 
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A. Latar Belakang 
Otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya 
mengenai kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan 
yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan 
pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 
peran serta masyarakat, serta  peningkatan daya saing daerah dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu 
daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Daerah 
memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, 
peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada 
peningkatan kesejateraan rakyat (Nurdiansyah, 2014:98). Sejalan dengan 
prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggung 
jawab.  
Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti meningkatkan kemampuan 
dan kemandirian masyarakat, karena pemberdayaan masyarakat bukan hanya 
meliputi penguatan individu tetapi juga pranata-pranata sosialnya. Kejadian-
kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 




















pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya 
dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, 1994:106). 
Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi 
penting pemerintah dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan. 
Menurut pandangan Thoha dalam Sedarmayanti (2010:243), pelayanan publik 
merupakan usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau 
instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada 
masyarakat dalam mencapai tujuan. 
Pemberdayaan sebagai proses merupakan perubahan diri masyarakat 
secara partisipatif menuju kesejahteraan dan kemandirian (Nadhir, 2009:1). 
Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada hasil atau keadaan yang 
ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, 
yang memiliki kekuasan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam 
memenuhi kebutuhan hidupnya baik bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 
seperti memiliki rasa kepercayaan diri, mempunyai mata pencaharian, mampu 
menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri 
dalam melaksanakan tugas kehidupanya (Jim Ife, 1995) dalam Zubaedi 
(2013:74). Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, 
keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi (Kementrian Sosial 
Republik Indonesia 2017).  
Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya; 
suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu 




















merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam 
situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang 
mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari tempat 
tinggal masyarakat tersebut. Penyandang cacat adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara 
selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik; penyandang cacat 
mental; serta penyandang cacat fisik dan mental (Kementrian Sosial Republik 
Indonesia, 2017). 
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang berasaskan 
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, 
kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dalam peri 
kehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal 
tersebut diselenggarakan melalui pemberdayaan penyandang disabilitas yang 
bertujuan terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan. Pemerintah harus 
mampu mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk memberikan 
pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena kualitas 
pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator dari keberhasilan 
penyelenggaraan pemerintah.  
Permintaan pelayanan publik akan selalu meningkat baik dari segi 
kualitasnya ataupun dari segi kuantitasnya sejalan dengan semakin 




















(Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). 
Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan yang harus dicapai oleh Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah pusat maupun pemerintah 
daerah berusaha keras untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 
Penyelenggaraan yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat yaitu salah satunya melalui penyelenggaraan 
pelayanan publik.  
Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki luas 
daerah paling besar di Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 353.486 ha. 
Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 kecamatan, 12 
kelurahan, 378 desa, 3.156 Rukun Warga (RW) dan 14.695 Rukun Tetangga 
(RT) (malangkab.go.id, 11 Maret 2018). Namun Kabupaten Malang juga 
merupakan salah satu daerah dimana kesejahteraan masyarakatnya masih 
rendah. Setiap tahun, Pemerintah Daerah Kabupaten Malang selalu berusaha 
membuat program-program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas 
Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kabupaten Malang (Andrianto, 
2014:78).  
Angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Malang cukup tinggi 
(Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 2016). Dari lima tahun 
terakhir, garis kemiskinan bertahan diangka 11-12 persen. Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Malang 2017 mencatat, angka kemiskinan tahun 2016 
berada di angka 11 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 2,5 juta 




















Menurun bila dibandingkan tahun 2011 dan 2015 yang sebesar 12 persen 
(Laporan Penyelenggaraan Pememerintah Daerah Kabupaten Malang 2016). 
Menghadapi permasalahan kemiskinan, meliputi kelangkaan alat 
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan 
pekerjaan, Penyandang disabilitas Kabupaten Malang dilarang berdiam diri 
dan terkucil dari masyarakat. Pemerintah Kabupaten Malang juga berusaha 
memberdayakan warganya yang memiliki keterbatasan fisik agar bisa hidup 
berdampingan bersama yang lain dengan percaya diri dan tidak minder. Upaya 
Dinas Sosial Kabupaten Malang untuk menanggulangi kemiskinan bisa 
dibilang banyak kemajuan, khususnya dalam membantu masyarakat miskin 
yang juga penyandang disabilitas. Mulai tuna netra, tuna wicara, dan 
keterbatasan lainnya, semuanya mendapatkan pelatihan hingga alat batu serta 
alat produksi (radarmalang.id, 11 Maret 2018).  
Program Dinas Sosial Kabupaten Malang sangat memperhatikan 
masyarakat miskin dan penyandang disabilitas. Pada tahun 2018, Dinas Sosial 
Kabupaten Malang bisa merangkul semua penyadang disabilitas 
(radarmalang.id, 11 Maret 2018). Pada tatanan pemerintahan diperlukan 
perilaku pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan demokrasi, 
sedangkan pada tatanan masyarakat perlu dikembangkan mekanisme yang 
memberikan peluang peran serta masyarakat dalam proses pengambilan 
keputusan bagi kepentingan bersama. Masalah kondisi fisik dan mental seperti 
Disabilitas fisik merupakan gangguan pada tubuh yang membatasi fungsi fisik 




















Disabilitas fisik lainnya  termasuk sebuah gangguan yang membatasi sisi lain 
dari kehidupan sehari-hari. Misalnya saja gangguan pernapasan dan juga 
epilepsy. 
Istilah disabilitas mental biasanya sering digunakan pada anak-anak yang 
memiliki kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Disabilitas mental juga 
merupakan sebuah istilah yang menggambarkan berbagai kondisi emosional 
dan mental. Gangguan kejiwaan adalah istilah yang digunakan pada saat 
disabilitas mental secara signifikan mengganggu kinerja aktivitas hidup yang 
besar, misalnya saja seperti mengganggu belajar, berkomunikasi dan bekerja 
serta lain sebagainya. Disabilitas intelektual merupakan suatu pengertian yang 
sangat luas mencakup berbagai kekurangan intelektual, diantaranya juga 
adalah keterbelakangan mental. Sebagai contohnya adalah seorang anak yang 
mengalami ketidakmampuan dalam belajar. 
Kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi penyandang disabilitas untuk 
bersosialisasi, bersekolah, bekerja dan berpikir membuat situasi selalu 
terpinggirkan dalam masyarakat. Keadaan ini memaksa penyandang 
disabilitas dan keluarga untuk bertahan dan keluar dari persepsi negatif. 
Perasaan diasingkan, malu, tidak percaya diri dan susah beradaptasi menjadi 
bagian yang harus dihadapi. Kondisi ini dapat ditemukan baik di per 























Tabel 1. Data Penyandang Cacat atau Disabilitas Menurut Jenis Kecacatan di 















1. Donomulyo 46 37 81 33 197 
2. Kalipare 106 51 101 42 300 
3. Pagak 65 32 59 10 166 
4. Bantur 82 37 55 23 197 
5. Gedangan 72 30 71 21 194 
6. Sumber Manjing 92 54 84 32 262 
7. Dampit 109 57 63 46 275 
8. Tirtoyudo 66 19 51 24 160 
9. Ampelgading 48 24 50 11 133 
10. Poncokusumo 94 97 185 35 411 
11. Wajak 102 47 110 55 314 
12. Turen 128 84 93 71 376 
13. Bululawang 114 53 43 36 246 
14. Gondanglegi 125 70 128 44 367 
15. Paglaran 56 22 35 20 133 
16. Kepanjen 91 55 43 53 242 
17. Sumber Pucung 56 29 39 46 170 
18. Kromengan 39 31 45 20 135 

































20 Wonosari 69 26 79 25 199 
21. Wagir 80 33 63 20 196 
22. Pakissaji 53 25 23 15 116 
23. Tajinan 94 49 123 37 303 
24. Tumpang 108 50 177 37 372 
25. Pakis 125 59 36 47 267 
26. Jabung 103 52 77 36 268 
27. Lawang 61 32 69 36 198 
28. Singosari 103 75 82 42 302 
29. Karangploso 66 46 33 42 187 
30. Dau 48 27 35 24 134 
31. Pujon 84 30 35 43 192 
32. Ngantang 131 42 177 35 385 
33. Kasembon 46 23 28 32 129 
 Kab. Malang  2.730 1.431 2.413 1.112 7.686 
 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 























Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang 
cacat tubuh di Kabupaten Malang sebanyak 2.730 orang, tuna netra 1.431 
orang, tuna rungu dan tuna wicara adalah sebanyak 2.413, cacat mental 
sebanyak 1.112 orang, sehingga jumlah total penyandang disabilitas adalah 
sebanyak 7.6.86 orang (Dinas Sosial Kabupaten Malang 2016). Keberadaan 
penyandang disabilitas dianggap kurang bisa memberikan peran lebih dalam 
kegiatan yang membutuhkan orang banyak. Perlakuan ini muncul dari 
berbagai persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, mulai dari 
masyarakat yang merasa kasihan sampai masyarakaat yang memang secara 
sengaja memandang sebelah mata. Bahkan, perlakuan yang diterima 
penyandang disabilitas berasal dari keluarga penyandang disabilitas itu 
sendiri. Berdasarkan paparan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian mendalam dengan judul penelitian: “Peran Pemerintah Daerah 
Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disalibilitas 
(Studi pada Dinas Sosial Kabupaten Malang)”. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang 
program pemberdayaan masyarakat disabilitas? 
2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam kerja Dinas Sosial 






















C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang peran Dinas 
Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang program pemberdayaan 
masyarakat disabilitas. 
2. Mengetahui, Mendeskripsikan dan Menganalisis tentang faktor pendukung 
dan faktor penghambat dalam kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam 
menunjang program pemberdayaan masyarakat disabilitas. 
 
D. Kontribusi Penelitian 
Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi kontribusi baik secara 
akademis maupun segi praktis bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun 
kontribusi penelitian dalam penelitian ini antara lain: 
1. Kontribusi Teoritis 
a. Bagi mahasiswa 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pembanding bagi 
penelitian-penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian ini dapat 
dijadikan bahan referensi atau bahan masukan bagi penelitian yang 























b. Bagi Instansi 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran baru bagi 
Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang program 
pemberdayaan masyarakat disabilitas. 
2. Kontribusi Praktis 
Secara parktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau 
pemikiran baru bagi Dinas Sosial Kabupaten Malang dan menambah 
wawasan bagi peneliti serta masyarakat secara umum mengenai Peran 
Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang program pemberdayaan 
masyarakat disabilitas. 
 
E. Sistematika Penulisan 
Secara garis besar merupakan gambaran umum tentang konsep pemikiran 
yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan permasalahan secara lebih 
sistematis. Pokok-pokok sistematika penulisan tersebut adalah sebagai berikut: 
1. BAB I PENDAHULUAN 
Bab Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, perumusan 
masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab ini merupakan pengantar yang akan memudahkan untuk memahami 
bab-bab selanjutnya. 
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menguraikan dan memberikan penjelasan tentang landasan 




















digunakan adalah teori administrasi publik, teori peranan, pemerintah 
daerah, program, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan 
masyarakat disabilitas yang menjadi bahasan dalam penelitian. 
3. BAB III METODE PENELITIAN 
Menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan mengenai jenis 
penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber 
data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisi data. 
Metode analisis yang digunakan peneliti untuk karya ini adalah metode 
kualitatif. 
4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi 
gambaran umum lokasi penelitian yaitu Kabupaten Malang dan gambaran 
umum Dinas Sosial Kabupaten Malang. Selain itu juga penyajian data 
fokus penelitian, pembahasan dan analisis mengenai Dinas Sosial 
Kabupaten Malang dalam menunjang program pemberdayaan masyarakat 
disabilitas, dimana hasil pembahasan ini akan menjawab rumusan 
masalah. 
5. BAB V PENUTUP 
Pada bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 






















A. Administrasi Publik 
Administrasi Publik adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 
tiga elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, 
yudikatif, dan eksekutif serta hal- hal yang berkaitan dengan publik yang 
meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, 
tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggara negara. Sjamsuddin 
(2010:1) dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar dan Teori Administrasi 
Publik menjelaskan bahwa Administrasi berasal dari kata latin yang berarti 
administrare (ad = pada, ministare = melayani), pengertian tersebut 
dianalogikan sebagai suatu pelayanan yang diberikan kepada (baik kepada 
individu, kelompok ataupun lembaga). Sedangkan Administrasi dalam 
Bahasa Inggris berarti “administration” (to administer, to manage, dan to 
direct). To administer berarti mengurus, to manage berarti mengelola, dan to 
direct yang berarti menggerakkan. Dan dalam Bahasa Belanda administrasi 
berarti “administratie” yang menunjukkan arti stelselmatige verkrijging en 
verwerking van gegeven (tata usaha), bestuur (manajemen organisasi) dan 
baheer (manejemen sumber daya). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
administrasi merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengelola atau 
menggerakkan untuk memberikan suatu pelayanan kepada individu, 




















Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari 
tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik. Kajian ini termasuk 
mengenai birokrasi; penyusunan, pengimplementasian, dan pengevaluasian 
kebijakan publik; administrasi pembangunan; kepemerintahan daerah; dan 
good governance. Menurut John M. Pfiffner yang dikutip oleh Sjamsudin 
(2010:10) mengatakan bahwa “administrasi dapat diartikan sebagai sesuatu 
yang mengorganisasi dan menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 
material untuk mencapai tujuan yang diinginkan”. Dalam referensi yang sama 
Robert Calkins yang dikutip oleh Sjamsuddin (2010:10) menyebutkan bahwa 
“administrasi adalah kombinasi antara pengambilan keputusan dengan 
pelaksanaan dari keputusan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan”. Sedangakan menurut Pasolong (2008:3) berpendapat bahwa 
administrasi merupakan sebuah pekerjaan atau kegiatan yang terencana yang 
dilakukan sekelompok orang bersama-sama untuk mencapai tujuan secara 
efektif, efisien, dan rasional. Sehingga dari beberapa pengertian tentang 
administrasi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi adalah 
suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk 
menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan, 
yang didalamnya terdapat proses pengambilan suatu keputusan demi 
terciptanya efisiensi dan efektifitas dari adanya suatu pelayanan. 
Kata publik merupakan terjemah dari bahasa Inggris yang berarti “public”. 
Dalam pustaka Kamus Besar Bahasa Indonesia kata publik diartikan sebagai 




















dan sebagainya). Sementara dalam kamus Indonesia-Inggris, Jhon M. Echols 
dan Hassan Saddily yang dikutip oleh Sjamsudin (2010:110), berpendapat 
bahwa kata publik didefinisikan sebagai public life (di muka umum), public 
utility (keperluan umum), public work (pekerjaan umum), dan public 
knowledge (sudah diketahui umum). Dalam bukunya yang berjudul Ilmu 
Administrasi Publik, Syafiie (2006:24) mengatakan bahwa publik memiliki 
beberapa arti seperti umum, masyatakat, atau negara. Yang dimaksudkan 
dengan kata umum misalnya milik umum, tempat umum, perusahaan umum 
dan lain-lain yang bersifat digunakan untuk umum. Menurut Rando yang 
dikutip oleh Sjamsuddin (2010:111) mengartikan bahwa publik adalah 
“Pertaining to or affecting a population or a community as a whole; open to 
all person; owned by community; performed on behalf of a community; 
serving a community as official.” (Berkaitan dengan, atau mempengaruhi 
populasi atau masyarakat secara keseluruhan; terbuka untuk semua orang; 
milik masyarakat; dilakukan atas nama masyarakat; melayani masyarakat 
secara resmi). Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas 
bahwa publik merupakan sesuatu yang bersifat umum, dimana dalam keadaan 
umum tersebut semua yang berinteraksi dapat mengetahui, mengakses dan 
memilikinya. 
Public administration diartikan sebagai “branch of political science 
dealing primarily with the structure and workings of agencies charged with 
the administration of goverment fuction” (cabang ilmu politik yang berurusan 




















fungsi pemerintah). Adapun beberapa istilah administrasi publik yang 
diungkapkan oleh beberapa ahli : 
1. John M. Pfinner & Robert V. Presthus menyebutkan administrasi publik 
yaitu (1) “public administration inolves the implementation of public 
policy which has been determine by representative political bodies” 
(administrasi publik meliputi kebijakan pemerintahan yang telah 
ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik); (2) “public 
administration may be defined as the coordination of individual and 
group efforts to carry out public policy, it is mainly accuped with the 
daily work of govemment” (administrasi publik dapat didefinisikan 
sebagai koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk 
melaksanakan kebijakan pemerintah. Hal ini meliputi pekerjaan sehari-
hari pemerintah); 
2. Felix A. Nigro & Lioyd G. Nigro mengatakan administrasi adalah : (1) 
“cooperative group effort in public setting” (suatu kerjasama kelompok 
dalam lingkungan pemerintahan) (2) “covers all there brances: executice, 
legislative and judicial, and their interelaionship” (meliputi ketiga 
cabang  pemerintahan : eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta hubungan 
diantaranya); 
3. George J. Gordon : administrasi publik merupakan seluruh proses baik 
yang dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan 
penerapan atau pelaksanaan hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh 
badan-badan legislatif, eksekutif, dan peradilan (Sjamsuddin, 2010:114). 
 
 
Beberapa pengertian administrasi publik di atas dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa administrasi publik adalah serangkaian proses yang 
dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok yang berhubungan dengan 
pelaksanaan suatu kebijakan tertentu dari pemerintah, dengan adanya 
administrasi publik yang dilakukan harapannya serangkaian proses yang 
dilakukan tersebut akan semakin baik, efektif dan efisien. Sehingga dengan 
adanya administrasi publik dalam hal pemberdayaan masyarakat disabilitas 
harapannya proses pemberdayaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan 
efektif dan efisien sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang diberlakukan 






















1. Pengertian Peran 
Setiap jabatan pemerintah memiliki tupoksi masing-masing yang 
umumnya peran berhubungan erat dengan fungsi dan pengaruh. Artinya 
bahwa seseorang yang memiliki peran dapat mempengaruhi orang lain. 
Peran adalah seperangkat pola perilaku yang diharapkan dan dikaitkan 
pada seseorang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam suatu unit 
sosial menurut Robbins (dalam Rahma, 2016:27). Sedangkan menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia peran memiliki arti pemain.  
Seorang pemain yang menjalakan peran pada umumnya pasti akan 
membawa pengaruh kepada orang lain baik positif maupun negaif. Tetapi 
peran lebih diharapkan akan memberikan pengaruh positif terhadap 
sesuatu yang lain. Jika dikaitkan dengan sesuatu yang bersifat kolektif di 
dalam masyarakat, maka pengaruh adalah “daya yang ada atau timbul dari 
organisasi yang ikut membentuk watak, kepercayaan, atau perbuatan 
masyarakat”. Makna peranan secara implisit menunjukan kekuatan. 
Kekuatan tersebut berlaku baik secara internal maupun eksternal terhadap 
individu atau kelompok yang menjalankan peranan tersebut. 
Peranan adalah proses dinamis kedudukan atau status (Soekanto, 
2009:212-213). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Kemudian 
definisi peran juga dikemukakan oleh Merton dalam (Rahma, 2016:26) 




















menduduki status tertentu. Kesimpulan dari dua definisi di atas adalah 
peran akan dimiliki oleh seseorang yang menduduki status tertentu dan 
didalam peran tersebut dalam mengembangkan suatu tanggung jawab 
untuk membawa pengaruh positif kepada masyarakat. Peranan sendiri 
mencakup tiga hal, yaitu: 
a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 
tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 
rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 
kehidupan masyarakat. 
b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh 
individu dalam masyarakat dalam organisasi. 
c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi 
struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2009:213). 
 
 
Peranan memiliki fungsi membatasi tingkah laku seseorang yang 
memiliki posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini membuat seseorang 
sadar akan hak dan kewajibanya dalam peran yang diemban. Di sisi lain 
peranan memberikan kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat. 
Pengaruh positif dalam masyarakat secara otomatis dapat membawa 
masyarakat pada perilaku dan kebiasaan yang positif pula. 
 
2. Ciri-Ciri Peranan 
Peran adalah kombinasi adalah posisi dan pengaruh. Seseorang 
melaksanakan hak dan kewajiban, berarti telah menjalankan suatu peran. 
Peranan dapat dikenali dengan melihat ciri-cirinya dalam kegiatan 
kehidupan masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri peran yang dinyatakan oleh 





















a. Keterlibatan dalam keputusan 
Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan musyawarah 
untuk mencapai mufakat. Kemudian dari keikutsertaanya dalam 
menjalankan keputusan yang telah disepakati tersebut. 
b. Bentuk Kontribusi 
Yaitu bentuk partisipasi aktif dalam memberikan gagasan, ide, tenaga 
maupun materi dalam kegiatan atau program pemerintah yang sedang 
dijalankan. 
c. Organisasi Kerja 
Dalam sebuah organisasi kerja pada umumnya terdapat pembagian 
peran yang jelas dan tercantu dalam struktur organisasi. Pembagian 
peran harus terjadi agar jelas dalam pembagian tugas. 
d. Penetapan Tujuan 
Peranan dapat diidentifikasi dari penetapan suatu tujuan suatu kegiatan 
yang biasanya dilakukan oleh kelompok bersama pihak lain. 
e. Peran Masyarakat 
Peran masyarakat adalah sebagai subyek. Subyek dari berbagai macam 
kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Artinya 
bahwa masyarakat menjadi peran utama dalam kegiatan pembangunan. 
Peran masyarakat menjadi elemen penting pembangunan. 
 
 
3. Komponen Peran 
Komponen adalah keseluruhan makna yang terdiri dari sejumlah 
elemen. Komponen memiliki makna lain yaitu unsur. Menurut Kumar, 
Kaur dan Karla dalam (Rahma, 2016:28) peran memiliki 3 komponen 
yang dapat digunakan untuk menganalisis peran. Ketiga komponen 
tersebut adalah role expectation, role perception dan role performance. 
Ketiga komponen tersebut memiliki hubungan yang erat serta memiliki 
pengaruh antara satu dengan yang lainya. 
a. Ekspektasi Peran (Role Expectation) 
Ekspektasi peran menurut Robbins dalam (Rahma, 2016:29) adalah 
“role expectation are how the way others you should act in a given 




















atau sekelompok orang atas peran yang dimiliki. Harapan-harapan 
tersebut terdiri dari hak dan kewjiban yang diemban oleh peran 
tersebut. 
b. Persepsi Peran (Role Perception) 
Role Perception atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti persepsi 
peran adalah tanggapan atau pandangan seseorang atau kelompok 
orang mengenai apa yang harus dilakukan berdasarkan peran yang 
dimiliki (Rahma, 2016:30). Hal ini berarti setiap individu di dalam 
masyarakat dituntut untuk bersikap sebagaimana status dan posisi yang 
dimiliki. Begitu juga dengan individu yang menduduki posisi sebagai 
pejabat pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun daerah. 
Berdasarkan analisis dari role perception bahwa pejabat pemerintah 
memiliki pandangan tetang apa yang harus mereka lakukan sesuai 
dengan hak dan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Salah satu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat adalah membentuk lembaga untuk menjangkau titik terkecil dari 
masyarakat demi menunjang jalanya pembangunan yang berbasis 
kemasyarakatan. 
c. Kinerja Peran (Role Performace) 
Sebelumnya telah dijelaskan bahwa role expectation, role perception, 
dan role performance memiliki hubungan yang erat serta memiliki 
pengaruh antara satu dengan yang lainya. Dengan mengambil inti dari 




















orang lain atas peran yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan role 
perception adalah pandangan seseorang atas apa yang harus dilakukan 
dengan peran yang dia miliki. Sedangkan menurut Levinson dalam 
(Rahma, 2016:31) kinerja peran adalah “it is more or less 
characteristic way in which the individual acts as accipants of 
positions” yang artinya adalah cara yang lebih atau kurang khas 
dimana individu bertindak sebagai penanda posisi. 
 
Ketiga komponen analisis peran tersebut diartikan lebih singkat maka, 
role expectation sebagai harapan, role perception sebagai pandangan atau 
pemahaman terhadap diri sendiri, dan role performance adalah tindakan. 
Harapan orang lain terhadap seseorang yang memiliki peran akan 
melahirkan pandangan dan pemahaman akan diri sendiri untuk 
menentukan suatu tindakan atau sikap atas peran yang dimiliki tersebut. 
Tindakan ini yang nantinya akan kembali membentuk harapan orang lain. 
 
C. Pemerintah Daerah 
Pemerintah Daerah merupakan salah satu alat dalam sistem 
penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas 
administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara dimana 
negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas 
daerah-daerah Provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten 
dan daerah Kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota 




















Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan 
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala 
daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat 
Daerah. Menurut The Liang Gie (1990:44), Pemerintah Daerah adalah satuan-
satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan 
segenap kepentingan setempat dari sekelompok yang mendiami suatu wilayah 
yang dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah. Setiap pemerintah daerah 




















Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah 
Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil 
kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten 
disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota.  
Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan 
kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk 
memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada 
Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta menginformasikan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Urusan-urusan 
yang tidak diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas 
desentralisasi merupakan kewenangan dan bertanggung jawab daerah 
sepenuhnya.  
Kewenangan sepenuhnya diserahkan ke daerah, baik yang menyangkut 
penentuan kebijaksanaan, pelaksanaan, maupun segi-segi pembiayaan, 
demikian juga perangkat daerah itu sendiri, yaitu terutama dinas-dinas daerah 
(Suganda, 1992:87). Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga 
sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam 
pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali 
pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan 
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata 




















pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab 
kepada Presiden. 
Peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan 
desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah 
di daerah otonom seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2000:90) yaitu 
untuk melakukan: 
1. Desentralisasi yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah 
kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
2. Dekonsentrasi yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah. 
3. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah 
kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada 
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada 
desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
 
Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah 
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, 
dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-
undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur 
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 




















memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih 
melalui pemilihan umum. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 
demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, 
kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai 
urusan Pemerintah Pusat. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan 
daerah dan peraturan- peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas 
pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah 
diatur dalam undang-undang, bisa ditarik benang merah bahwa "Indonesia 
adalah negara kesatuan yang didesentralisasikan".  
Pertama, Desentralisasi perlu dilaksanakan karena merupakan tuntunan 
yuridis dan sistematis dari demokrasi Pancasila dan sistem politik Indonesia. 
Kedua, desentralisasi merupakan kebutuhan bagi Orde Baru untuk 
melanjutkan pembangunan nasional secara umum dan pembangunan jangka 
panjang tahap kedua secara khusus. Ketiga, demokrasi tidak juga lepas dari isu 
yang sekarang menjadi tren di dunia internasional. Peran desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan 
pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan 
urusan pemerintahan absolut.  
Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan 
Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Pembagian urusan tersebut 
didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta 




















dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Tugas pembantuan yaitu melaksanakan 
semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari 
pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari 
pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 
Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Pendidikan; 
2. Kesehatan; 
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
5. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; 
6. Sosial. 
 
Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar berdasarkan 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut: 
1. Tenaga kerja; 
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 
3. Pangan; 
4. Pertanahan; 
5. Lingkungan hidup; 
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 




















8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 
9. Perhubungan; 
10. Komunikasi dan informatika; 
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah; 
12. Penanaman modal; 







Urusan pilihan berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
sebagai berikut: 




























Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara 
optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan 
pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah, dengan 
mengacu kepada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, 
dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan 
antara Pemerintah dan Daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada 
setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber 
keuangan daerah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
yang mengatur tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang 
pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara 
adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian diserahkan kepada 
gubernur/bupati/wali kota selaku kepala pemerintah daerah untuk mengelola 
keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan 
kekayaan daerah yang dipisahkan. 
Ketentuan tersebut berimplikasi pada pengaturan pengelolaan keuangan 
daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah (gubernur/bupati/wali kota) adalah 
pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan bertanggungjawab 
atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintahan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala daerah 




















pejabat perangkat daerah. Dengan demikian pengaturan pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan daerah melekat dan menjadi satu dengan 




Kebijakan, program dan proyek merupakan suatu tindakan atau kegiatan 
yang sengaja dengan variasi intensitas yang berbeda, dengan memanfaatkan 
sumber daya yang ada pada lokasi tertentu. Kebijakan selalu berhubungan 
dengan dorongan dan peraturan. Program membutuhkan baik dorongan, aturan 
maupun evaluasi. Program adalah suatu kebijakan seringkali mencangkup 
sejumlah program, dan sebuah program terdiri dari sejumlah proyek. Namun 
sebuah kebijakan juga dapat langsung dilakukan dievaluasikan dalam bentuk 
proyek. 
Proses evaluasi kebijakan dari suatu kebijakan akan diinterprestasikan 
menjadi program agar lebih operasional dan siap dilaksanakan maka program 
dirumuskan menjadi proyek yang selanjutnya diikuti dengan tindakan fisik 
sehingga akhirnya kebijakan menimbulkan suatu konsekuensi (hasil, efek atau 
akibat yaitu output. Menurut Tjokroamidjoyo (1990:195) program adalah 
aktivitas sosial yang terorganisir dengan tujuan tertentu dalam ruang dan 
waktu yang terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas 
pada satu atau lebih organisasi. Sedangkan ada beberapa pengertian tentang 




















1. Program merupakan sebuah konsep yang saling terkait satu sama lain dan 
berada dalam alur rasional yang nyaris sejajar namun memiliki cakupan 
yang tidak sama, program adalah rangkaian dari proyek yang berhubungan 
dan berkelanjutan sampai waktu yang telah ditetapkan dalam mencapai 
tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan proyek adalah sebagian dari sebuah 
keseluruhan kegiatan yang menggunakan sumber-sumber untuk 
memperoleh suatu manfaaat dengan harapan mendapat hasil pada waktu 
dimasa mendatang (Mansur, 2010:2). 
2. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau masyarakat 
dikoordinasikan oleh instansi (Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional). 
3. Kebijakan dan program sulit dibedakan dikarenakan kebijakan dan 
program dinyatakan secara tidak langsung bahwa evaluasi kebijakan 
adalah suatu fungsi dari evaluasi program dan tergantung pada hasilnya. 
Selain itu program didesain sedemikian rupa sebagai suatu cara untuk 
mencapai tujuan kebijakan lebih luas. 
 
Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai program di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa program adalah bagian dari kebijakan publik yang dibuat 
oleh pemerintah untuk tujuan yang ingin hendak dilakukan oleh pemerintah 




















pemerintah terdapat beberapa kebijakan untuk menangani permasalahan-
permasalahan publik antara lain seperti permasalahan pelayanan administrasi 
dan kependudukan. Hal ini menyebabkan pemerintah merumskan kebijakan 
dan melaksanakan kebijakan publik dengan adanya sebuah program. Program 
selain sebagai alat pemecah masalah (problem solving) juga dapat digunakan 
untuk meningkatkan motivasi dan inovasi bagi masyarakat terhadap program 
yang ada. 
 
E. Pemberdayaan Masyarakat 
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat 
Pemberdayaan Masyarakat Pengertian pemberdayaan masyarakat 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, 
cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan 
melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok dan 
Poerwoko (2013:27), istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai 
upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, 
kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan untuk 
melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan dan dapat memenuhi 
keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumber daya 
yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dan sebagainya. 
Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh 
individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam 




















World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2013:27) mengartikan 
pemberdayaan yaitu upaya untuk memberikan kesempatan dan 
kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan 
berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-
gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu 
(konsep, metoda, produk, tindakan, dan sebagainya) yang terbaik bagi 
pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan 
masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap 
kemandirian masyarakat. Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan 
masyarakat, Winarni dalam Ambar (2004:79) mengungkapkan bahwa 
pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), 
memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya 
kemandirian.  
Pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki 
kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih 
terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Menurut 
Chatarina (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara 
rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai 
kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan 
orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian 
serta lembaga yang mempengaruhi kehidupanya. Sedangkan menurut 
Ambar (2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses 




















atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang 
mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. 
Pemberdayaan menurut Suparjan dan Hempri (2003:43), mengatakan 
bahwa pemberdayaan pada hakekatnya mencakup dua arti yaitu to give or 
authority dan to give to or enable. Dalam pengertian pertama, 
pemberdayaan memiliki makna memberi kekuasaan, mengalihkan 
kekuatan dan mendelegasikan otoritas ke pihak lain. Sedangkan dalam 
pengertian kedua, pemberdayaan diartikan dalam sebagai upaya untuk 
memberi kemampuan atau keberdayaan. 
 
2. Prinsip Pemberdayaan  
Pemberdayaan memiliki prinsip-prinsip dalam prosesnya, prinsip 
pemberdayaan menurut Mathews dalam Totok dan Poerwoko (2013:105) 
menyatakan bahwa : “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan 
yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan 
kegiatan secara konsisten”. Karena itu, prinsip akan berlaku umum, dapat 
diterima secara umum dan telah diyakini kebenarannya dari berbagai 
pengamatan dalam kondisi yang beragam. Meskipun prinsip biasanya 
diterapkan dalam dunia akademis, Leagans dalam Totok dan Poerwoko 
(2013:105) menilai bahwa setiap penyuluh/fasilitator dalam melaksanakan 
kegiatannya harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip pemberdayaan. 
Prinsip pemberdayaan menurut Totok dan Poerwoko (2013:105) 
mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan adalah sebagai berikut : 




















b. Lebih mengutamakan aksi sosial. 
c. Menggunakan pendekatan organisasi komunitas atau kemasyarakatan 
lokal. 
d. Adanya kesamaan kedudukan dalam hubungan kerja. 
e. Menggunakan pendekatan partisipasif, para anggota kelompok sebagai 
subjek bukan objek. 
f. Usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan. 
 
Prinsip pemberdayaan masyarakat didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat dan peraturan yang berlaku di masyarakat tersebut, dilandasi 
oleh nilai dan norma yang berlaku pada masyarakat tersebut dan harus 
mampu menggerakan pasrtisipasi masyarakat agar lebih berdaya. 
 
3. Komponen Pemberdayaan 
Komponen pemberdayaan Menurut Nugroho (2003:1-4) Komponen 
pokok yang harus ada dalam proses pemberdayaan masyarakat, yakni : 
a. Penelitian untuk penggalian data dan informasi untuk dijadikan 
pedoman dalam menentukan rencana strategis (strategic plan) sesuai 
kebutuhan (needs). Metodologi yang dapat digunakan antara lain 
Participatory Rural Appraisal (PRA), Participatory Learning Action 
Planning (PLAP), Participatory Action Research (PAR), Participatory 
Rapid Community Appraisal (PARCA), Focused Group Discussion 
(FGD), dan Benchmark (Baseline Study); 
b. Pelatihan dengan fokus pengembangan kapasitas (capacity building) 
terhadap target pemberdayaan; 
c. Kerjasama dan inovasi: Pelatihan akan 20 berjalan efektif apabila 
dilengkapi jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki 
kepakaran dan komitmen, serta mengandung muatan inovasi spesifik 
lokasi. Sinkronisasi semua komponen tersebut diwujudkan dari hasil 
penelitian; 
d. Pemangku kepentingan dan tenaga pendamping ini seyogyanya 




















Swadaya Masyarakat (LSM) yang tinggal dan kontak langsung dengan 
masyarakat dalam rangka fasilitasi diskusi dan implementasi 
pemberdayaan. Disamping itu, tenaga pendamping juga berperan 
sebagai mediator antara masyarakat dengan sponsor program 
pemberdayaan. 
e. Pengawasan dan evaluasi merupakan masukan untuk modifikasi dan 
penyempurnaan kegiatan pemberdayaan agar pelaksanaannya berjalan 
efektif dan efisien. 
 
Komponen tersebut diimplementasikan dalam konsepsi “partisipatif”. 
Pelaksanaan pemberdayaan memiliki sebelas dimensi, yaitu:  
a. Structure, penekanan pada struktur pembentukan yang dilatarbelakangi 
adanya kesamaaan tujuan;  
b. Setting time, penggunaan waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan; 
c. Rule of learner, tugas warga belajar dan fasilitator kerja sama dalam 
menentukan dan membuat keputusan secara bersama; 
d. Role of fasilitator, tugas fasilitator membantu warga belajar dalam 
mengatasi permasalahan yang dihadapi; 
e. Relationship between learners and fasilitator, hubungan diantara 
warga belajar dan fasilitator; 
f. Need assesement, asesmen kebutuhan diidentifikasikan dari warga 
belajar beserta fasilitator; 
g. Curiculum development, tujuan yang ingin dikembangan; 
h. Subject matter, menunjukkan pada isi pemberdayaan, fasilitator 21 
membantu warga belajar dalam menyelesaikan masalah; 
i. Material, bahan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan; 
j. Methods, metode yang digunakan; 




4. Strategi Pemberdayaan  
Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya upaya pemberian 
kekuasaan dan kemampuan kepada masyarakat terutama kaum marjinal. 
Perlu diketahui bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat memiliki 
beberapa unsur. Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat menurut Suhendra 
(2006:87) antara lain kemauan politik yang mendukung, suasana kondusif 




















masyarakat, peluang yang tersedia, kerelaan mengalihkan wewenang, 
perlindungan, dan kesadaran. Strategi pemberdayaan masyarakat 
merupakan cara, metode yang digunakan untuk mempermudah 
pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat agar tercapai tujuan yang 
telah ditetapkan.  
Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, 
menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan 
bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor 
kehidupan. Menurut Suharto (2010:66), strategi pemberdayaan masyarakat 
dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra yaitu : 
a. Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu 
melalui bimbingan, konseling, stress management, dan crisis 
intervention. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien 
dalam menjalankan tugas kehidupannya. Model ini sering disebut 
sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (task centered aproach). 
b. Aras mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. 
Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai 
media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, 
biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran 
pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan 
memecahkan permasalahan yang dihadapi. 
c. Aras Makro, pendekatan ini di sebut juga sebagai strategi sistem besar 
(large-system strategy), karena sasaran perubahan diarahkan pada 
sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan 
sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, 
manajemen politik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. 
Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki 
kompetensi untuk memahami situasi-situasi, dan untuk memiliki serta 
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.  
 
 
Konsep pemberdayaan dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. 
Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi 




















(beneficiaries) yang tergantung pada pemberian daripihak luar seperti 
pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen ataupartisipan 
yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri 
bukanberarti lepas dari tanggungjawab negara. Menurut Dubois dan Miley 
dalam Suharto (2010:68) memberi beberapa cara atau teknik yang lebih 
spesifik yang dapat dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu : 
a. Membangun relasi pertolongan yang meliputi : 
1) Merefleksikan respon empati; 
2) Menghargai pilihan dan hak klien menentukan nasibnya sendiri; 
3) Menghargai perbedaan dan keunikan individu; 
4) Menekankan kerjasama klien. 
b. Membangun komunikasi yang meliputi : 
1) Menghormati martabat dan harga diri klien; 
2) Mempertimbangkan keragaman individu; 
3) Berfokus pada klien; 
4) Menjaga kerahasiaan klien. 
c. Terlibat dalam pemecahan masalah yang meliputi : 
1) Memperkuat partisipasi klien dalam semua aspek proses 
pemecahan masalah; 
2) Menghargai hak-hak klien; 
3) Merangkai tantangan sebagai kesempatan belajar; 
4) Melibatkan klien dalam pembuatan keputusan dan evaluasi. 




















1) Dua puluh tiga ketaatan terhadap kode etik profesi; 
2) Keterlibatan dalam pengembangan profesional, riset, dan 
perumusan kebijakan; 
3) Penerjemahan kesulitan-kesulitan pribadi kedalam isu-isu publik; 
4) Penghapusan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan 
kesempatan.  
 
Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi untuk mewujudkan 
kemampuan dan kemandirian masyarakat. Selain itu, pemberdayaan 
masyarakat adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan atau 
kapasitas masyarakat dalam memamfaatkan sumber daya yang dimiliki, 
baik itu Sumber Daya Manusia (SDM)  maupun Sumber Daya Alam 
(SDA). Menurut Suhendra (2006:104-113) mengemukakan terdapat 
beberapa teknik pemberdayaan masyarakat, antara lain : 
a. Teknik Participatory Rural Appraisai (PRA), menurut Driyamedia 
dalam Suhendra (2006:105) Participatory Rural Appraisai (PRA) yaitu 
pendekatan dan teknik-teknik pelibatan masyarakat dalam proses-proses 
pemikiran yang berlangsung selama kegiatan-kegiatan perencanaan dan 
pelaksanaann serta pemantauan dan evaluasi program pembangunan 
masyarakat. 
b. Metode partisipasi asesmen dan rencana, metode ini terdiri dari empat 
langkah yaitu : 
1) Menemukan masalah 




















3) Menganalisis masalah dan potensi 
4) Memilih solusi pemecahan masalah. 
c. Metode loka karya, metode ini efektif untuk memotivasi anggota 
peserta menyampaikan aspirasi dan kretivitas. Loka karya bermanfaat 
untuk mengambil keputusan untuk sesuatu fokus permasalahan secara 
musyawarah dan ditemukan suatu konsensus. 
d. Teknik Brainstorming, teknik ini dapat memotivasi untuk munculnya 
kreativitas anggota dalam memecahkan masalah atau persoalan yang 
dihadapi, dan teknik ini merupakan wujud dari “buttom up” hingga 
dapat memunculkan rasa memiliki dan rasa tanggungjawab. 
e. CO-CD (community organization community development). 
 
5. Proses Pemberdayaan 
Proses pemberdayaan diukur melalui kualitas dan kuantitas 
keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, 
perencanaan program, pelaksanakan program, dan keterlibatan dalam 
evaluasi secara berkelanjutan. Proses Pemberdayaan menurut Widjajanti 
(2011:18) yaitu proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama 
dalam kelompok formal maupun non formal untuk melakukan kajian 
masalah, merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap 
program yang telah direncanakan bersama. Soetomo (2013:95-124) 
mengemukakan apabila program pembangunan diharapkan dapat 




















dengan kebutuhan dan persoalan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf 
hidupnya.  
Langkah-langkah pemberdayaan berdasarkan Soetomo (2013:95-127) 
sebagai berikut : 
a. Reorientasi merupakan peninjauan ulang terhadap pemberian 
kewenangan kepada stakeholder, reorientasi perlu dilakukan karena 
perspektif memiliki orientasi dan pandangan yang berbeda tentang 
kapasitas masyarakat dan tentang posisi masyarakat dalam 
hubungannya dengan berbagai pihak terutama Negara dan pasar. 
b. Gerakan sosial dapat menciptakan iklim sosial dalam kehidupan 
bermasyarakat dan bernegara yang mendorong pengambilan kebijakan 
untuk memperlihatkan nilai pemberdayaan dalam merumuskan 
kebijakan dan program pembangunan masyarakat. 
c. Institusi lokal sebagai pendewasaan dan penyempurnaan 
penyelenggaraan kegiatan, pendewasaan dan penyempurnaan tersebut 
melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. 
d. Pengembangan kapasitas merupakan unsur utama dari proses 
pemberdayaan disamping pemberian kewenangan.  
 
 
Prinsip dasar dalam penyampaian stimuli eksternal agar hasilnya 
cukup efektif. Pertama, stimuli eksternal harus dapat berfungsi sebagai 
instrumen untuk menggali dan mengaktualisasikan potensi dan modal 
sosial dalam masyarakat. Kedua, pendekatan yang digunakan dalam 
memberikan stimuli harus disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan. 
Semakin meningkat kapasitas kelembagaan kapasitas dalam masyarakat, 
semakin berkurang proporsi stimuli eksternal yang yang diberikan.  
Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota 
masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai 
budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan 




















Ambar (2004:118) mengemukakan proses pemberdayaan adalah seluruh 
kegiatan atau langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam 
rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari: 
a. Pendekatan capacity building untuk memberdayakan kelembagaaan 
agen pembaharu; 
b. Pendekatan New Public Management (NPM) untuk meningkatkan 
kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal; 
c. Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen 
pembaharu; 
d. Pendekatan substansial melalui pengorganisasian Knowledge, Attitude, 
Practice (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan subtansi 
kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat 
untuk menciptakan kemandirian masyarakat.  
 
Pemberdayaan tidak bersifat selamanya, melainkan sampai target 
masyarakat mampu untuk mandiri, dan kemudian dilepas untuk mandiri, 
meski dari jauh dijaga agar tidak jauh lagi (Ambar, 2004:83). Sebagaimana 
disampaikan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus 
dilalui tersebut adalah meliputi :  
a. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar 
dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. 
Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha 
menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya 
proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam 
masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk 
mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Seutuhnya penyadaran 




















kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang 
kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan 
masa depan yang lebih baik.  
b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 
keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam 
pembangunan. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang 
pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi 
dengan apa yang terjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan 
menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai 
kecakapan keterampilan dasar yang masyarakat butuhkan. Masyarakat 
akan hanya dapat memberikan peran partisipasinya pada tingkat yang 
rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, 
belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.  
c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan 
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif 
untuk mengantarkan pada  kemandirian. Kemandirian tersebut akan 
ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, 
melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di 
lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka 
masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.  
 
Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada 




















pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. Sebagaimana 
disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan 
masyarakat akan berlangsung secara bertahap. 
 
 
F. Penyandang Disabilitas 
1. Pengertian Penyandang Disabilitas 
Penyandang diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) 
sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata bahasa Indonesia yang 
berasal dari kata serapan bahasa Inggris disability (jamak: disabilities) 
yang berarti cacat atau ketidakmampuan. Menurut Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak Penyandang 
Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang memiliki keterbatasan 
fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama yang 
dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat 
menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan 
efektif berdasarkan kesamaan hak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 
tentang Penyandang Cacat dalam pokok-pokok konvensi poin 1 (pertama) 
pembukaan memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau 
merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara 
selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat 




















Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan 
fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan 
dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang 
terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental 
serta penyandang disabilitas fisik dan mental. Setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau 
merupakan rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara 
selayaknya, yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat 
mental; penyandang cacat fisik dan mental. Penyandang disabilitas adalah 
setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat 
mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk 
melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang 
disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang 
disabilitas fisik dan mental. 
Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup 
dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada 
umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan 
pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang 
hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki defenisi 
yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, atau 
kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang dengan 






















2. Jenis-Jenis Disabilitas 
Setiap penyandang disabilitas memiliki defenisi masing-masing yang 
mana kesemuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang 
secara baik. Jenis-jenis penyandang disabilitas dalam Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dibagi menjadi cacat 
mental, penyandang cacat fisik, serta penyandang cacat mental dan fisik 
pasal 1 ayat 1, yaitu: 
a. Disabilitas Mental. Kelainan mental ini terdiri dari (Raefani, 2013:17), 
meliputi: 
1) Mental Tinggi. Sering dikenal dengan orang berbakat intelektual, 
di mana selain memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata 
dia juga memiliki kreativitas dan tanggungjawab terhadap tugas. 
2) Mental Rendah. Kemampuan mental rendah atau kapasitas 
intelektual/IQ (Intelligence Quotient) di bawah rata-rata dapat 
dibagi menjadi 2 kelompok yaitu anak lamban belajar (slow 
learnes) yaitu anak yang memiliki IQ (Intelligence Quotient) 
antara 70-90. Sedangkan anak yang memiliki IQ (Intelligence 
Quotient) di bawah 70 dikenal dengan anak berkebutuhan khusus. 
3) Berkesulitan Belajar Spesifik. Berkesulitan belajar berkaitan 
dengan prestasi belajar (achievment) yang diperoleh  
b. Disabilitas Fisik. Kelainan ini meliputi beberapa macam, yaitu: 
1) Kelainan Tubuh (Tuna Daksa). Tuna daksa adalah individu yang 




















muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau 
akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh. 
2) Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra). Tunanetra adalah 
individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra 
dapat diklasifikasikan kedalam dua golongan yaitu: buta total 
(blind) dan low vision. 
3) Kelainan Pendengaran (Tunarungu). Tunarungu adalah individu 
yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen 
maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam 
pendengaran individu tuna rungu memiliki hambatan dalam 
berbicara sehingga mereka biasa disebut tuna wicara. 
4) Kelainan Bicara (Tuna wicara), adalah seseorang yang mengalami 
kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, 
sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. 
Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan 
bicara ini dapat bersifat fungsional dimana kemungkinan 
disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang 
disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun 
adanya gangguan pada organ motoric yang berkaitan dengan 
bicara. 
5) Tunaganda (disabilitas ganda). Penderita cacat lebih dari satu 






















A. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian yang dimaksud adalah untuk mengumpulkan 
informasi status atau gejala yang ada yaitu keadaan menurut apa adanya pada 
saat penelitian dilakukan. Suatu penelitian harus menggunakan metode 
penelitian yang sesuai dengan pokok-pokok perumusan masalah yang diteliti 
agar dapat memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang ada. 
Penggolongan jenis penelitian sangat bergantung dari sudut mana suatu 
penelitian itu akan ditinjau. Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian maka 
dalam penelitian ini penulis menggunaan penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. 
Penelitian deskriptif adalah penelitan yang dimaksudkan untuk 
menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang 
hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian (Arikunto, 2013:14). 
Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran 
atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-
sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Peneliti akan 
menganalisis tentang Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang 





















B. Fokus Penelitian 
Fokus penelitian merupakan suatu lingkup permulaan yang dijadikan 
sebagai wilayah penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran 
secara menyeluruh tentang situasi yang akan diteliti. Menurut Moleong (2014: 
12), “Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman 
peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan 
ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”. Adapun fokus penelitian ini adalah: 
1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas menurut Soehendy (1997:28), 
meliputi: 
a. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan; 
b. Bentuk Kontribusi; 
c. Organisasi Kerja; 
d. Penetapan Tujuan. 
2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat penghambat kerja Dinas Sosial 
dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas, 
meliputi: 
a. Faktor Pendukung, yaitu Partisipasi Masyarakat 
























C. Lokasi dan Situs Penelitian 
Lokasi dan situs penelitian adalah tempat peneliti mengungkapkan 
keadaan sebenarnya objek yang diteliti. Pemilihan lokasi ini 
mempertimbangkan kemudahan peneliti dalam menggali, memproses, dan 
mengungkapkan data lapangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari 
objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian di Kabupaten Malang. Pemilihan 
situs penelitihan ini juga berdasarkan pertimbangan kesesuaian subtansi 
penelitian dengan situs penelitian.  
Situs dalam penelitian skripsi ini adalah di Dinas Sosial Kabupaten 
Malang. Adapun dasar pertimbangan dalam penetapan situs penelitian ini 
adalah dikarenakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini adalah pelayanan 
dari Pemerintah untuk masyarakat yang memiliki masalah dalam keluarganya 
dan juga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ini menampung masyarakat 
cacat diseluruh Kabupaten Malang untuk di berikan pelatihan khusus untuk 
memberdayakan atau memberi ketrampilan penyandang disabilitas.  
 
D. Jenis dan Sumber Data 
Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 
pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Yang dimaksud 
sumber data menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014:157) 
mengatakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 




















dan lain-lain”. Berkaitan dengan hal ini terdapat dua jenis sumber data yang 
ada, yaitu : 
1. Data Primer 
Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 
langsung dari sumbernya. Sumber data dari jenis ini diperoleh melalui 
informan yang berhubungan dengan objek penelitian melalui wawancara 
mendalam (in-depth interview) kepada staf atau pegawai Dinas Sosial 
Kabupaten Malang dan masyarakat Kabupaten Malang serta Penyandang 
Disabilitas atau Keluarga Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang. 
Data primer ini merupakan jawaban berupa opini yang objektif berupa 
keterangan pribadi narasumber kepada peneliti. Peneliti menggunakan 
purposive sampling, dalam hal ini yang menjadi narasumber wawancara 
dalam penelitian ini adalah narasumber yang berkompeten dalam 
menjawab disetiap indikator yang ada, yaitu: 
a. Kepala UPT Lembaga Pelatihan Kursus/Keterampilan Dinas Sosial 
Kabupaten Malang; 
b. Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Malang; 
c. Penyandang disabilitas di Kabupaten Malang (snow ball sampling); 
d. Masyarakat Kabupaten Malang (snow ball sampling). 
2. Data Sekunder  
Data sekunder adalah jenis data yang didapatkan secara tidak 




















diperoleh meliputi: dokumen-dokumen, arsip-arsip, catatan-catatan dan 
laporan resmi yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder dari : 
a. Arsip dari Dinas Sosial Kabupaten Malang; 
b. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang; 
c. Data yang diambil dari berbagai literatur, jurnal, serta situs dari 
internet yang terkait tentang Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang 
dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas. 
 
Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
1. Informan 
Informan dalam penelitian ini adalah Staf atau Pegawai Dinas Sosial 
Kabupaten Malang, Masyarakat Kabupaten Malang serta Penyandang 
Disabilitas atau Keluarga Penyandang Disabilitas di Kabupaten Malang. 
2. Peristiwa 
Data atau informasi diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa 
atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian seperti 
kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas, kegiatan gathering 
bersama masyarakat disabilitas, rapat kerja, dan sebagainya. 
3. Dokumen 
Dokumen merupakan sumber data yang berasal dari dokumen-
dokumen serta arsip-arsip tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian 
seperti notulen, foto-foto terkait kegiatan pemberdayaan masyarakat 





















E. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data adalah suatu langkah strategis yang diambil 
peneliti untuk mengumpulkan data. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 
pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer (sumber langsung) dan 
sumber sekunder (sumber tidak langsung) (Sugiyono, 2016:225). Adapun 
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah: 
1. Wawancara 
Wawancara atau Interview adalah suatu cara untuk mengumpulkan 
data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan 
atau seorang autoritas (Keraf, 2004:182). Esterbeg dalam (Sugiyono, 
2016:233) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara 
terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian ini 
teknik pengumpulan data melalui wawancara yang digunkana adalah 
menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2014:188) yaitu wawancara 
terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.  
Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 
menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 
Sedangkan wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang berbeda 
dengan wawancara terstruktur karena biasanya penyusunannya 
disesuaikan kondisi saat melakukan wawancara. Wawancara ini digunakan 
dengan alasan karena pewawancara menetapkan sendiri masalah dan 




















yang tak terstruktur untuk menyesuaikan kondisi selama wawancara 
berlangsung. Informan dalam penelitian ini adalah: 
a. Ibu Wiwik Winarti Kepala UPT Lembaga Pelatihan 
Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten Malang; 
b. Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas 
Sosial Kabupaten Malang; 
c. Ibu Ning selaku Penyandang disabilitas di Kabupaten Malang; 
d. Bapak Pon selaku Masyarakat Kabupaten Malang; 
e. Bapak Wajak selaku Masyarakat Kabupaten Malang. 
2. Observasi  
Observasi adalah metode yang digunakan untuk meperoleh suatu 
gambaran secara langsung mengenai obyek penelitian yang akan 
dilaksanakan. Dalam penelitian melakukan observasi serta pengamatan 
langsung di lapangan, yaitu di Dinas Sosial Kabupaten Malang serta 
dengan melakukan pengamatan apa yang terjadi dan mengkaji sebuah data 
yang telah di peroleh melalui fenomena serta melalui informan yang ada 
dilapangan. 
3. Dokumen 
Dokumen adalah mengumpulkan data dengan cara merekam, 
mengambil gambar dengan menggunakan alat perekam seperti 
handphone, kamera digital yang berfungsi sebagai recorder atau alat 
perekam suara, dan juga sebagai pengambil gambar untuk Dokumen 




















adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat 
atau menganalisis doukumen-dokumen yang ada. Menurut Herdiansyah 
(2011:143) dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian 
Kualitatif  “Dokumen merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan 
peneliti kualitatif utnuk mendapatkan gamabaran dari sudut pandang 
subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis 
atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan”. Dari penelitian ini 
jenis Dokumen yang digunakan antara lain : dokumen-dokemen atau 
arsip-arsip yang terkait dengan Peran Dinas Sosial dalam Menunjang 
Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas berupa beberapa 
dokumentasi yang dilampirkan penulis dalam lempira skripsi ini. 
 
F. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian diartikan sebagai alat bantu yang dapat diwujudkan 
dalam bentuk angket, pedoman wawancara lembar pengamatan dan panduan 
pengamatan lainya. Moleong (2014:117) mengatakan bahwa penelitian 
dengan pendekatan kualitatif tidak dapat dipisahkan dari sebuah pengamatan 
peran, namun peran penelitilah yang sangat menentukan keseluruhan 
skenarionya. Instrumen yang ada dalam penelitian ini sebagai berikut:  
1. Peneliti sendiri 
Peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti 




















setiap fenomena atau peristiwa yang terjadi di lapangan terutama yang 
berkaitan dengan fokus penelitian. 
2. Pedoman wawancara (interview guide) 
Pedoman dalam melakukan wawancara bertujuan agar peneliti 
memperoleh data dan/atau informasi yang akurat serta lengkap tetapi 
tidak keluar atau melebar pada fokus dari penelitian. 
3. Catatan lapangan (Field Note) 
Catatan dibuat sendiri oleh peneliti pada saat melakukan kegiatan 
observasi atau pengamatan, wawancara dengan narasumber, serta 
melakukan pencatatan lain terkait hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh 
peneliti.   
 
G. Analisis Data  
Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode 
ilmiah. Hal ini dikarenkan analisa data menyangkut kekuatan analisa dan 
kemampuan dalam mendiskripsikan data, situasi, peristiwa, dan konsepsi yang 
merupakan bagian dari objek penelitian. Dalam hal analisis dimulai sejak 
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan 
berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono, 2016:245). 
Penelitian kualitatif sendiri menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 
tertulis tentang orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. 
Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:247), mengemukakan 




















berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 
Ukuran kejenuhan data di tandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau 
informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data 
reduction), penyajian data (data display), serta penarikan kesimpulan dan 









Gambar 1. Components of data analysis: Interactive Model 
(Sumber: Miles, Huberman dan Saldana 2014:14) 
 
Tahapan-tahapan analisis data adalah sebagai berikut:   
1. Pengumpulan Data (Data Collection) 
Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan yang sangat penting 
dalam suatu penelitian. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan yang 
dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data yang valid. Pengumpulan 
data tersebut dilakukan melalui proses wawancara dengan pihak-pihak 
yang terkait dengan penelitian, observasi ke lapangan dan Dokumen. 
2. Kondensasi Data (data condensation) 
Kondensasi data dapat dikatakan sebagai kegiatan merangkum, dimana 





























penting dari tema dan polanya. Kondensasi data dilakukan setelah peneliti 
melakukan kegiatan wawancara, observasi dan Dokumen. Kondensasi data 
juga dilakukan sesuai dengan indikator yang sudah peneliti tentukan 
sebelumnya. 
3. Penyajian Data (data display) 
Penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, berupa bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya dalam penyajian data 
yang biasa digunakan dan yang peneliti gunakan adalah penyajian data 
yang bersifat naratif. 
4. Menarik Kesimpulan dan verifikasi (Conclusion:  drawing/verifying) 
Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan 




H. Keabsahan Data 
 Uji keabsahan data diperlukan untuk menguji tingkat kepercayaan maupun 
kebenaran dari penelitian yang ditentukan dengan standar yang ada, dalam 
hal ini yang digunakan oleh penulis untuk melakukan keabsahan data adalah: 
1. Melakukan Peer Debriefing  
Teknik ini dilakukan oleh penulis dalam penelitian untuk mendapatkan 























Keabsahan data dalam penelitian ini dibuktikan dengan triangulasi data. 
Bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 
sumber dan triangulasi teknik seperti yang sudah dijelaskan dalam jenis 
dan sumber data. Peneliti melaksanakan konfirmasi jawaban suatu 
informan dengan membandingkan dengan jawaban informan lain atau 























HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian 
1. Gambaran Umum Kabupaten Malang 
a. Kondisi Umum Wilayah Kabupaten Malang 
 
Gambar 2. Peta Kabupaten Malang 





















Kabupaten Malang adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa 
Timur, Indonesia. Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua 
setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 Kabupaten/Kota yang ada di 
Provinsi Jawa Timur dan merupakan kabupaten dengan populasi 
terbesar di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Malang juga merupakan 
kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten 
Banyuwangi dan Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Hal ini 
didukung dengan luas wilayahnya 3.534,86 km
2
 atau sama dengan 
353.486 ha dan jumlah penduduknya 2.544.315 jiwa (tahun 2015). 
Ibukota Kabupaten Malang adalah Kepanjen. Kabupaten Malang juga 
dikenal sebagai daerah yang kaya akan potensi diantaranya dari 
pertanian, perkebunan, tanaman obat keluarga dan lain sebagainya. 
Disamping itu juga dikenal dengan obyek-obyek wisatanya 
(malangkab.go.id, 11 Maret 2018). 
 
b. Sejarah Kabupaten Malang 
Gambaran Umum Kabupaten Malang dijelaskan dalam 
malangkab.go.id (11 Maret 2018). Ketika kerajaan Singhasari 
dibawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan 
Ken Dedes, kerajaan itu dibawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat 
pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah 
muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul 
Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke 




















jatuh ke tangan Singhasari dan turun statusnya menjadi kadipaten. 
Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar 
Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 - 
1222). 
Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, 
kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya 
Kerajaan Majapahit. Sementara pemerintahan pun berpindah ke 
Demak disertai masuknya agama Islam yang dibawa oleh Wali Songo. 
Malang saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo 
Tohjiwo dan hanya berstatus kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan 
itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris Raden Panji 
Pulongjiwo. Ia tertangkap prajurit Mataram di Desa Panggungrejo 
yang kini disebut Kepanjen (Kepanji-an). Hancurnya Kota Malang 
saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah. 
Malang merupakan tempat strategis sebagai basis perlawanan 
seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674-1680) terhadap Mataram 
yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di 
Ngantang. Awal abad XIX ketika pemerintahan dipimpin oleh 
Gubernur Jenderal, Malang seperti halnya daerah-daerah di nusantara 
lainnya, dipimpin oleh Bupati.  
Bupati Malang I adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang 
diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan resolusi 




















Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa 
pemerintahan kerajaan-kerajaan. Bukti-bukti yang lain, seperti 
beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada 
sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa 
kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang 
tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian 
tempat suci pada hari Jum’at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, 
yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada 
tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari 
jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten 
Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap 
berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan 
berpakaian khas daerah Malang sebagaimana ditetapkan (Dokumen 
Profil Kabupaten Malang 2017). 
 
c. Visi dan Misi Kabupaten Malang 
Visi Kabupaten Malang adalah: 
"Terwujudnya Kabupaten Malang yang MADEP MANTEB 
MANETEP". 
Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai 
berikut: 
“Terwujudnya Kabupaten Malang yang Istiqomah dan Memiliki 
Mental Bekerja Keras Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang 




















istilah MADEP-MANTEB-MANETEP merupakan filosofi 
pembangunan yang bukan hanya memiliki arti yang baik, melainkan 
juga memiliki akar historis pada kebudayaan nusantara dan Kabupaten 
Malang. Oleh karena itu, MADEP-MANTEB-MANETEP bukanlah 
sebuah akronim, melainkan memiliki kesatuan maknawi yang tidak 
dapat dipisahkan satu sama lain. 
Misi Pembangunan Kabupaten Malang untuk 5 tahun kedepan 
adalah sebagai berikut: 
1) Memantapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan guna menunjang percepatan revolusi mental yang 
berbasis nilai keagamaan yang toleran, budaya lokal, dan 
supremasi hukum; 
2) Memperluas penerapan dan reformasi birokrasi demi tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis 
berbasisteknologi informasi; 
3) Melakukan percepatan pembangunan dibidang pendidikan, 
kesehatan, dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan 
Manusia (IPM); 
4) Mengembangkan ekonomi masyarakat berbasis pertanian, 
pariwisata, dan industri kreatif; 
5) Melakukan percepatan pembangunan desa melalui penguatan 
kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), 




















6) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur jalan, transportasi, 
telematika, sumber daya air, permukiman dan prasarana 
lingkungan yang menunjang aktivitas sosial ekonomi 
kemasyarakatan; 
7) Memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga 
kelestarian lingkungan hidup. 
 
Secara substantif, tujuh misi pembangunan Kabupaten Malang 
Tahun 2016-2021 dapat dikelompokkan dalam dua dimensi pokok, 
yaitu: 
1) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat ekonomis dan 
materiil. 
2) Konsep dan arah pembangunan yang bersifat non-ekonomis dan 
non-materiil (malangkab.go.id, 11 Maret 2018). 
 
d. Letak Geografis dan Batas Wilayah 










Selatan (malangkab.go.id, 11 Maret 2018). Batas wilayah 
administratif Pemerintah Kabupaten Malang adalah: 
1) Sebelah utara  : Kabupaten Pasuruan dan Mojokerto 
2) Sebelah timur  : Kabupaten Probolinggo dan Lumajang 
























Kabupaten Daerah Tingkat II Malang merupakan Daerah Dataran 
Tinggi, wilayah ini dipagari oleh: 
1) Utara : Gunung Anjasmoro (2.277m) dan Gunung Arjuno 
(3.399m) 
2) Timur : Gunung Bromo (2.392m) dan Gunung Semeru (3.676m) 
3) Barat : Gunung Kelud (1.731m) 
4) Selatan: Pegunungan Kapur (650m) dan Gunung Kawi (2.625m) 
(malangkab.go.id, 11 Maret 2018). 
 
f. Topografi 
1) Daerah dataran rendah terletak pada ketinggian 250-500m diatas 
permukaan air laut 
2) Daerah dataran tinggi 
3) Daerah perbukitan kapur 
4) Daerah lereng Gunung Kawi-Arjuno (500-3300m diatas 
permukaan air laut) 
5) Daerah Lereng Tengger-Semeru di Bagian Timur (500-3600m 






















 Kondisi lahan di Kabupaten Malang bagian utara relatif subur, 
sementara di sebelah selatan kurang subur. Masyarakat Kabupaten 
Malang umumnya bertani, terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. 
Sebagian lainnya telah berkembang sebagai masyarakat industri 
(malangkab.go.id, 11 Maret 2018). 
 
h. Hidrologi 
 Sungai-sungai yang mengalir mempunyai pengaruh yang besar 
bagi perekonomian yang agraris yaitu: 
1) Kali Brantas : bermata air Dk. Sumber Brantas, Desa Tulungrejo 
(Batu), membelah Kabupaten Malang menjadi dua dan di wilayah 
ini berakhir di Bendungan Karangkates 
2) Kali Konto : mengalir melintasi wilayah Kabupaten Pujon dan 
Ngantang dan berakhir di Bendungan Selorejo (Ngantang) 
3) Kali Lesti : mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan 
Turen, Dampit dan sekitarnya. Disamping puluhan anak sungai 
yang mempunyai arti penting 
4) Kali Amprong: mengalir di bagian timur, wilayah Kecamatan 
Poncokusumo dan Tumpang (malangkab.go.id, 11 Maret 2018). 
 
2. Gambaran Umum Dinas Sosial Kabupaten Malang 
Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 




















Bupati Malang Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri 
dari Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin Dinas Sosial dalam 
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi 
dan pelaporan, pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi 
umum, kepegawaian, keuangan dan aset serta koordinasi perencanaan, 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Dinas; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 
bidang tugasnya. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan dan Aset; Sub Bagian Perencanaan, 
Evaluasi dan Pelaporan. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala 
Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris Dinas. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian; menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola 
administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta 
pelatihan pegawai; melaksanakan pembinaan organisasi dan 
ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan 
keprotokolan; menyelenggarakan administrasi perkantoran; melaksanakan 
kebersihan dan keamanan kantor; dan melaksanakan tugas lain yang 




















Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas menghimpun, 
mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan 
Aset; melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang 
meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi 
serta penyusunan perhitungan anggaran; menyelenggarakan penyusunan 
laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas; 
melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan 
rencana strategis Dinas; melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan 
penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor; 
menyusun rencana kebutuhan barang, peralatan dan pendistribusian; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 
menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan 
Pelaporan; menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis Dinas; 
menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja kegiatan 
Dinas; melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana kerja 
kegiatan tahunan; melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan 
bahan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan sebagai sarana 
pertimbangan kepada pimpinan; mengkompilasikan dan penyusunan 
laporan hasil laporan perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas; 




















melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 
rehabilitasi sosial anak di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial 
penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga, rehabilitasi sosial 
tuna sosial dan korban perdaganganorang di luar panti dan/atau lembaga, 
rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga, pelayanan 
sosial orang dengan Human Immuno Deficiency Virus/Acquired Immuno 
Deficiency Syndrome (HIV/AIDS), pelayanan sosial korban 
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lain 
(NAPZA) serta orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari Seksi Rehabilitasi Sosial 
Anak dan Lanjut Usia; Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; 
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang. 
Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknisdan memantau 
serta evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial balita terlantar di luar panti 
dan/atau lembaga; melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan 
teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak 
terlantar dan pengangkatan anak di luar panti dan/atau lembaga; 




















serta evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan 
hukum di luar panti  dan/atau lembaga; melaksanakan kebijakan, 
melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan 
rehabilitasi  sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus di luar 
panti dan/atau lembaga; melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan 
teknis dan supervisi, serta memantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
rehabilitasi sosial lanjut usia di luar panti dan/atau lembaga; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi 
Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang 
disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga; melaksanakan 
kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental 
dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga; melaksanakan kebijakan, 
melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pelaksanaan 
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di luar panti dan/atau lembaga; 
dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Rehabilitasi Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan 
Orang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan 




















sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga 
pemasyarakatan, korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan 
di luar panti dan/atau lembaga; melaksanakan kebijakan, memberikan 
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau 
Lembaga; pelayanan sosial ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan 
kepada pemerintah provinsi; pelayanan sosial korban penyalahgunaan 
NAPZA dan ODHA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada 
pemerintah provinsi; pelayanan sosial orang terlantar yang mengalami 
ketidakmampuan sosial maupun ekonomi; dan melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi 
penanganan fakir miskin perdesaan, perkotaan dan pesisir; melaksanakan 
verifikasi dan validasi fakir miskin dan orang tidak mampu cakupan 
Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan; melaksanakan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang penanganan fakir miskin; dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas 
melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin, rentan miskin, wanita 




















melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan fakir 
miskin, rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; melaksanakan 
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas fakir miskin, rentan miskin, 
wanita rawan sosial ekonomi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan 
oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang 
tugasnya. 
Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan fakir miskin, 
rentan miskin, wanita rawan sosial ekonomi; melaksanakan kebijakan, 
memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan 
sosial ekonomi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Bidang Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Stimulan, serta Penataan 
Lingkungan Sosial mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, 
memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan bantuan stimulan fakir miskin, rentan miskin, wanita rawan 
sosial ekonomi; melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis 
dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan 




















ekonomi; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 
evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial; 
melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan 
evaluasi jaminan sosial keluarga; melaksanakan norma, standar, prosedur, 
dan kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari Seksi 
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam; Seksi Perlindungan Sosial 
Korban Bencana Sosial; Seksi Jaminan Sosial Keluarga. 
Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi; 
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana 
alam, pemulihan dan penguatan sosial; melaksanakan kebijakan, 
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik serta penyediaan kebutuhan 
dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam; dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan 




















Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis dan supervisi, 
serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban 
bencana sosial, politik, dan ekonomi; melaksanakan kebijakan, 
memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan 
pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial; melaksanakan 
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan  penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan 
trauma bagi korban bencana sosial; dan melaksanakan tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
Seksi Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan 
pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi, terminasi serta 
kemitraan jaminan sosial keluarga; melaksanakan kebijakan, pemberian 
bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 
penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan 
dan Jaminan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. 
Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan 
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi 
pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat, 




















koordinasi, memantau dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, 
keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial; melaksanakan 
kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, memantau dan evaluasi 
pengelolaan sumber dana bantuan sosial; melaksanakan norma, standar, 
prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan sosial; dan melaksanakan 
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang 
tugasnya. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari Seksi Pemberdayaan 
Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat Terpencil; Seksi 
Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan Penerbitan Izin 
Pengumpulan Sumbangan; Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial. 
Seksi Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, dan Komunitas Adat 
Terpencil mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, melaksanakan 
bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja 
sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga 
kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya; melaksanakan kebijakan, 
melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi 
pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil; melaksanakan kebijakan, 
melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi lembaga 
konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 
Pemberdayaan Sosial sesuai dengan bidang tugasnya. 
Seksi Pemberdayaan Sosial Kelembagaan Masyarakat dan 




















kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi 
wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan 
sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial; melaksanakan 
kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau serta evaluasi 
penerbitan izin pengumpulan sumbangan; dan melaksanakan tugas lain 
yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
Seksi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas 
melaksanakan kebijakan, melaksanakan bimbingan teknis dan memantau 
serta evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, 
kesetiakawanan dan restorasi sosial; melaksanakan pengelolaan Taman 
Makam Pahlawan dan Taman Makam Bahagia; melaksanakan kebijakan, 
pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung 
jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan 
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 































Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Malang 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Peraturan Bupati Malang 
Nomor 55 Tahun 2016) 2018 
 
B. Penyajian Data Fokus Penelitian 
1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas menurut Soehendy (1997:28), 
meliputi: 
a. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan 
Kegiatan pembuatan/pengambilan keputusan merupakan 
kegiatan yang sudah biasa dilakukan dalam organisasi ataupun 
kegiatan sehari-hari. Pembuatan keputusan dapat didefenisikan sebagai 
proses menentukan dan memilih dengan tepat secara rasional suatu 
alternatif tertentu dari beberapa alternatif yang sudah dikembangkan 
yang bertujuan untuk menyelesaikan atau memperkecil suatu masalah. 
Dalam kehidupan, manusia memiliki berbagai aktivitas yang mewarnai 
dirinya. 
Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT Lembaga Pelatihan 





















“Dinas Sosial Kabupaten Malang melibatkan beberapa anggota 
dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan 
dilaksanakan untuk mengatasi beberapa masalah dalam 
penanganan persoalan pemberdayaan masyarakat disabilitas. 
Semua pegawai harus ikut berperan dalam pengambilan 
keputusan karena pengambilan keputusan ini dapat dikatakan 
suatu keputusan yang strategis, sehingga peran seluruh pegawai 
dibutuhkan dalam pengambilan keputusan strategis untuk 
menangani permasalahan pemberdayaan penyandang disabilitas.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2018 di Dinas Sosial 
Kabupaten Malang Pukul 14.30 WIB). 
 
Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dari keikutsertaanya 
dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati tersebut. Bapak 
Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial 
Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Pegawai sudah turut aktif berperan dalam pengambilan 
keputusan, salah satu contohnya adalah dengan 
menyumbangsihkan ide-ide dan aspirasinya terkait bagaimana 
melaksanakan pemberdayaan masyarakat disabilitas, misalnya 
memberikan bantuan pelatihan secara personal, kemudian 
kembali memberikan solusi bagi pemberdayaan masyarakat cacat 
mental, karena selama ini kebanyakan yang diberdayakan adalah 
disabilitas cacat fisik saja, kedepan dapat kita diskusikan kembali 
mengenai peran dalam pengambilan keputusan yang lebih 
strategis, agar tidak aktor-aktor atau pegawai itu saja yang andil 
dalam pengambilan keputusan, yang lain juga, karena 
pengambilan keputusan itu sangat strategis, sehingga semua 
harus terlibat.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2018 di 
Dinas Sosial Kabupaten Malang pada Pukul 15.00 WIB). 
 
Ibu Ning sebagai salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten 
Malang menyatakan bahwa: 
“Kami biasanya diajak berunding dalam mengambil keputusan 
untuk dilakukan pemberdayaan bagi kami, karena kami juga 
diberikan pemberdayaan sesuai dengan permintaan kami.” (Hasil 
wawancara pada tanggal 10 Maret 2018 di Kecamatan Tumpang 





















Sumber Daya Manusia (SDM) juga mengikuti berbagai 
organisasi dalam aktivitasnya. Setiap organisasi pasti memiliki 
berbagai persoalan, perbandingan, dan perubahaan. Semua itu biasa 
diselesaikan dengan suatu proses yang dinamakan dengan 
pengambilan keputusan. Pengambilaan keputusan yang dilakukan oleh 
sebuah organisasi adakalanya dilakukan dengan kelompok. Akan 
tetapi, Pengambilan Keputusan Kelompok memiliki berbagai 
kelebihan dan kelemahan. Dalam pengambilan keputusan juga 
mempuyai berbagai gaya melaksanakannya dan juga memiliki metode-
metode. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan pengambilan keputusan 
dengan melibatkan seluruh pegawai. Seluruh pegawai sudah aktif turut 
memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan. Pengambilan 
keputusan tersebut berfungsi untuk peran strategis Dinas Sosial 
Kabupaten Malang dalam melaksanakan pemberdayaan bagi 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. Selain itu, para 
penyandang disabilitas juga berpartisipasi aktif dalam pengambilan 
keputusan strategis. 
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang 
Tahun 2016, permasalahan memerlukan pemikiran strategis dan 
menyeluruh. Masih   lemahnya   pemahaman  para   pemangku   




















sebagai alat untuk menurunkan jumlah Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS), juga menjadi permasalahan sendiri. Hal 
ini penting untuk menjadi bahan pemikiran semua pihak, karena 
kebijakan terkait erat dengan pemangku kepentingan, dan kebijakan 
adalah pintu untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan kondisi 
sosial yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Kebijakan atau 
Pengambilan Keputusan yang diambil Dinas Sosial Kabupaten Malang 
adalah meningkatkan kualitas pelayanan terutama pelayanan dasar dan 
meningkatkan perluasan jangkauan pelayanan sosial kepada para 
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial  (PMKS) dan 
memantapkan kerjasama dan koordinasi antara penyelenggara kegiatan 
kesejahteraan sosial baik pemerintah maupun masyarakat serta 
meningkatkan dan mengoptimalkan sumber daya potensi kesejahteraan 
sosial dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang kesejahteraan 
sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 
 
b. Bentuk Kontribusi 
Masyarakat awam mengartikan kontribusi sebagai sumbangsih 
atau peran, atau keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. 
Kontribusi tidak bisa diartikan hanya sebagai keikutsertaan seseorang 
secara formalitas saja, melainkan harus ada bukti nyata atau aksi nyata 
bahwa orang atau kelompok tersebut ikut membantu ikut turun ke 
lapangan untuk mengsukseskan suatu kegiatan tertentu. Bentuk 




















kapasitas atau kemampuan masing-masing orang tersebut. Individu 
atau kelompok bisa menyumbangkan pikirannya, tenaganya, dan 
materinya demi mengsukseskan kegiatan yang direncanakan demi 
untuk mencapai tujuan bersama. 
Forum Malang Inklusi (FOMI), organisasi peduli penyandang 
disabilitas, menyampaikan aspirasi terkait aksesibilitas bagi 
masyarakat berkebutuhan khusus. Forum Malang Inklusi (FOMI) 
melihat, Pemerintah Kabupaten Malang telah memerhatikan 
penyandang disabilitas, namun masih kurang maksimal. Ibu 
Kertaningtyas selaku Ketua Forum Malang Inklusi (FOMI) 
menyebutkan bahwa: 
“Fasilitas umum yang dapat diakses oleh kaum difabel masih 
minim. Ditambah lagi, Kabupaten Malang belum memiliki data 
valid soal jumlah penyandang disabilitas. Pemerintah belum 
pernah mengadakan pendataan khusus terhadap masyarakat 
berkebutuhan khusus. Peraturan Daerah perlindungan dan 
pemberdayaan disabilitas untuk memperkuat implementasi 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Malang merespon positif aspirasi dari Forum Malang 
Inklusi (FOMI). Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Malang akan membicarakannya bersama 
Pemerintah Kabupaten Malang dan Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait. Terkait Peraturan Daerah, apabila diperlukan akan 
ditempuh melalui jalur insiatif. Artinya, peraturan daerah yang 
diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kepada 
eksekutif. Dalam penyusunan peraturan daerah (perlindungan dan 
pemberdayaan disabilitas) akan melibatkan Forum Malang Inklusi 
(FOMI) dan organisasi disabilitas lainnya.” 
(m.timesindonesia.co.id, 13 Maret 2018). 
 
Lintas organisasi yang tergabung dalam Forum Malang Inklusi 




















Inklusi (FOMI) berharap dalam waktu dekat bisa audensi dengan 
Bupati Malang agar usulan Peraturan Daerah Disabilitas segera 
terealisasi. Ibu Siswinarsih selaku Sekretaris Forum Malang Inklusi 
(FOMI) menyatakan bahwa: 
“Selama satu tahun ini secara berkelanjutan forum 
mengidentifikasi sejumlah persoalan difabilitas melalui 
pendataan aksesibilitas fasilitas umum dan pendataan warga 
difabel di Malang. Survey Forum Malang Inklusi (FOMI) 
menunjukkan Malang belum memberikan aksesibilitas yang 
layak terhadap masyarakat berkebutuhan khusus. Hak-hak 
difabel pada semua aspek belum terpenuhi utamanya pendidikan, 
kesehatan, pekerjaan, aksesibilitas dan pemberdayaan serta 
pendataan.” (solider.id, 13 Maret 2018). 
 
Bapak Widi Sugiarti selaku Pendiri Anggota Dewan Pendiri 
Forum Malang Inklusi (FOMI) menjelaskan bahwa: 
“Forum Malang Inklusi telah menyampaikan temuan persoalan 
difabilitas dalam rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi 
B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dinas Pendidikan 
dan Dinas Sosial Kabupaten Malang serta Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Malang 
pada bulan Mei 2017. Juga kepada Bupati Malang melalui 
permohonan audensi sejak Desember 2017 namun hingga saat ini 
belum dijadwalkan. Kami berharap berharap eksekutif dan 
legistatif di Kabupaten Malang dapat merespon lebih cepat dan 
bekerjasama mewujudkan adanya Peraturan Daerah Disabilitas.” 
(solider.id, 13 Maret 2018). 
 
Bapak Anthonius Esti selaku anggota Forum Malang Inklusi 
(FOMI) menyatakan bahwa: 
“Adanya Peraturan Daerah Disabilitas penting agar implementasi 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas di tingkat lokal benar-benar 
sesuai dengan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber 
Daya Alam (SDA) serta kondisi yang ada. Dengan catatan dalam 
proses penyusunan Peraturan Daerah keterlibatan difabel secara 
langsung sangat diperlukan, bercermin dari Kota Malang yang 




















sudah ada sejak tahun 2014 yang lalu. Namun implementasi 
masih kurang karena difabel banyak yang tidak tahu dan tidak 
sadar kalau Peraturan Derah Disabilitas itu ada.” (solider.id, 13 
Maret 2018). 
 
Bapak Fauzi Wibowo selaku perwakilan Malang Corruption 
Watch (MCW) juga menanggapi sebagai berikut: 
“Keberpihakan Pemerintah pada masyarakat difabel dapat dilihat 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kami 
akan membantu Forum Malang Inklusi (FOMI) mengetahui hal 
ini melalui pengkajian-pengkajian, sharing dan diskusi serta 
pendampingan lainnya. Di Kabupaten Malang terdapat anggaran 
pendayagunaan para difabel dan eks trauma dengan nilai 1,2 
milyar. Namun Malang Corruption Watch (MCW) belum 
menganalisis secara mendalam masih sebatas analisis soal 
validasi dan varifikasi peserta penerima bantuan iuran. 
Penyandang disabilitas adalah tanggung jawab pemerintah dan 
melihat persoalan difabel di Malang Raya cukup 
memprihatinkan. Malang Corruption Watch (MCW) akan 
mendorong kebijakan pemerintah maupun dewan untuk 
mengcover kebutuhannya, baik anggaran maupun kebijakan yang 
lain. Selain itu, kami akan melakukan koalisi bersama Forum 
Malang Inklusi (FOMI) untuk hal tersebut.” (solider.id, 13 Maret 
2018). 
 
Bapak Joni Yulianto selaku Direktur Sasana Inklusi dan Gerakan 
Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) mengatakan hal yang hampir 
sama, yaitu: 
“Adanya Peraturan Daerah Disabilitas sangat diperlukan 
sekalipun sudah ada Undang-Undang Disabilitas. Pelaksanaan 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Penyandang Disabilitas mengikat seluruh elemen negara 
termasuk pemerintah pusat dan negara. Namun ada isu-isu 
tertentu yang dalam tatanan regulasi menjadi kewenangan 
pengelolaan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Peraturan 
daerah adalah salah satu ruang daerah untuk mengatur sendiri hal 
yang menjadi kewenangannya berdasarkan situasi daerah yang 
ada. Termasuk isu difabel atau disabilitas, ketika diatur dalam 
Peraturan Daerah, maka bisa mengalokasikan sumber daya yang 




















daerah yang secara tegas dan jelas yang mengatur besar 
kemungkinan penanganan isu difabel termasuk alokasi 
sumberdayanya hanya mengandalkan pusat, sehingga ada ruang 
pemerintah daerah." (solider.id, 13 Maret 2018). 
 
Selain kekurangan tersebut, dalam rangka memperingati HUT 
Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) ke 52 tahun, Dewan 
Pengukus Cabang (DPC) Pertuni Kabupaten Malang mengadakan 
Gelar Parade tongkat yang di ikuti oleh orang penyandang disabilitas 
tuna netra. Dengan rute dari kantor Sekretariat Pertuni Jalan Anggodo 
Nomor 05 RT.05 RW.05 Wendit Timur menuju SDN Mangliawan 01 
Kecamatan Pakis, Kurang Lebih berjarak 2 km. Selanjutnya di lokasi 
acara diteruskan dengan acara inti yaitu peringatan HUT Pertuni ke 52 
dengan di hadiri undangan dari Ketua DPD Pertuni Jawa Timur; 
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Universitas Brawijaya; 
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang; Kecamatan Pakis; dan Kepala 
Desa Mangliawan. 
Hadir dalam acara kali ini seluruh pengukus Pertuni Kabupaten 
Malang dan Anggota kurang lebih 100 orang. Tema dalam HUT 
Pertuni kali ini adalah Kebersamaan dalam membangun kemandirian 
Tuna Netra di Kabupaten Malang harapannya dengan melalui 
peringatan Pertuni ke 52 dapat meningkatkan kemandirian dengan 
ketrampilan yang dimiliki, sekaligus dapat meningkatkan 
kesejahteraannya, sehingga terjamin kehidupannya. Dalam kesempatan 




















bantuan berupa tongkat kepada para penyandang disabilitas tuna netra 
sejumlah 50 unit.  
Arah pemberdayaan masyarakat secara umum berpangkal pada 
dua sasaran utama yaitu, melepaskan belenggu kemiskinan dan 
keterbelakangan, serta mempererat posisi masyarakat dalam struktur 
kekuasaan. Untuk sampai kepada sasaran tersebut, maka proses 
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 
inisial, partisipatoris, dan emansipatori. Inisial diartikan sebagai dari 
pemerintah, oleh pemerintah, dan untuk rakyat. Partisipatori diartikan 
dari pemerintah bersama masyarakat, oleh pemerintah bersama 
masyarakat, untuk rakyat. Sedangkan emansipatori diartikan dari 
rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dan didukung oleh pemerintah 
bersama rakyat. Dengan demikian peran serta dan fungsi pemerintah 
dalam mensejahterakan dan memandirikan masyarakat sangat 
diperlukan, khususnya dalam penelitian ini adalah pemberdayaan 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
Ibu Sri Wahyu Puji Lestari selaku Kepala Dinas Sosial 
Kabupaten Malang menyatakan bahwa: 
“Sebanyak 40 penyandang disabilitas memperoleh motivasi dan 
keterampilan usaha mandiri dari Dinas Sosial Kabupaten Malang 
di Ruang Pertemuan Bhayangkari Ranting Sumberpucung, Rabu 
(11/10/2017).  Acara yang digelar mulai (10-13/10/2017) ini 
merupakan bagian dari program pemberdayaan dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Malang. Maksud dan 
tujuan memberikan motivasi dan latihan keterampilan bagi 
penyandang disabilitas (fisik) ini tidak lain adalah memberikan 
ruang kepada mereka agar bisa berkembang dengan adanya 




















diikuti 40 penyandang disabilitas tubuh dari 15 kecamatan di 
Kabupaten Malang. Antusias mereka sangat tinggi untuk bisa 
memiliki usaha secara mandiri. Latihan ketrampilan yang 
diberikan di antaranya pengelasan (lassery) dan olahan pangan. 
Untuk latihan keterampilan pengelasan dikhususkan kepada 
penyandang disabilitas laki-laki. Tujuannya mereka bisa 
mengaplikasikan keterampilan yang diperoleh dalam bidang 
pengelasan di bengkel. Bagi penyandang disabilitas tubuh 
kalangan perempuan diberikan latihan keterampilan olahan 
pangan. Jadi mereka diberikan latihan keterampilan olahan 
pangan seperti membuat makanan jelly art, membuat kue yang 
dihiasi gambar-gambar menarik sesuai kreasi mereka sendiri. 
Latihan keterampilan bagi para penyandang disabilitas tubuh ini 
melibatkan Instruktur handal yakni ibu-ibu Bhayangkari dari 
wilayah Kecamatan Sumberpucung. Pelatihan seperti ini mudah-
mudahan mampu memacu semangat penyandang disabilitas 
tubuh agar terus berkreasi sehingga mampu membuka usaha 
secara mandiri. Selain bisa membuka usaha secara 
mandiri, pelatihan keterampilan ini bertujuan memacu 
produktivitas dalam menghasilkan produk yang berdaya 
saing. Kegiatan ini merupakan wujud keseriusan Pemerintah 
Kabupaten Malang dalam membantu penyandang disabilitas agar 
bisa bangkit kembali agar bisa menatap masa depan dengan lebih 
baik.” (m.jatimtimes.com, 13 Maret 2018). 
 
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang antara lain melalui 
kesamaan kesempatan bagi penyandang cacat pada hekekatnya 
menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, 
keluarga, dan penyandang cacat itu sendiri. Oleh karena itu diharapkan 
semua unsur tersebut berperan aktif untuk mewujudkannya. Dengan 
kesamaan kesempatan tersebut diharapkan para penyandang cacat 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam arti mampu bersinergi 
melalui komunikasi dan interaksi secara wajar dalam hidup 
bermasyarakat, bermartabat. Perlu dikembangkan dan ditingkatkan 
kesamaan kesempatan melalui penyediaan aksesibilitas, yang dalam 




















tanggung jawab masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan 
penyandang cacat yang merupakan unsur penting dalam rangka 
pemberdayaan penyandang cacat. 
Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT Lembaga Pelatihan 
Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa: 
“Disini ada beberapa penyandang disabilitas itu diberikan 
pelatihan oleh pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kabupaten 
Malang. Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang 
memberikan bentuk kontrubusinya melalui kegiatan pelatihan 
bagi penyandang disabilitas tersebut. Contohnya kegiatan 
pelatihan menjahit, dan untuk yang mengikuti pelatihan, itu 
mendapatkan bantuan mesin jahit. Tidak ada bantuan berupa 
uang, misalnya ada bantuan berupa uang pun itu hanya untuk 
transport itu ada, jadi kalau untuk penerimaan uang selama saya 
disini untuk peserta itu bantuannya mendapat berupa barang, 
yaitu diberi keterampilan disini, kegiatannya menjahit dan 
kemudian ada juga narasumbernya yang memberikan pelatihan 
disini. Kemudian Dinas Sosial Kabupaten Malang memberikan 
mesin jahit sebagai bentuk kontribusi.” (Hasil wawancara pada 
tanggal 8 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Malang pada 
pukul 14.15 WIB). 
 
Ibu Ning sebagai salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten 
Malang menyatakan bahwa: 
“Dinas Sosial Kabupaten Malang sudah memberikan 
pemberdayaan dengan baik, kami diajari menjahit dan beberapa 
keterampilan lainnya. Hal tersebut membuat kami merasa 
terampil dan mempunyai nilai lebih dan juga bisa dijadikan 
sebagai profesi Lembaga-lembaga peduli sosial juga membantu 
kami.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 Maret 2018 di 







































Gambar 4. Bimbingan Keterampilan Menjahit Bagi Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Malang 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 
























Gambar 5. Bimbingan Keterampilan Menjahit Bagi Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Malang 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 





















Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Bentuk Kontribusi Dinas Sosial Kabupaten Malang sangat 
bagus. Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan 
pemberdayaan kepada masyarakat disabilitas berupa pelatihan 
pijit untuk tuna netra, menjahit, memasak, keterampilan bengkel 
dan beberapa keterampilan yang lainnya. Fungsi pemberdayaan 
tersebut adalah untuk mensejahterakan para penyandang 
disabilitas di Kabupaten Malang agar lebih mandiri. Selain itu, 
Dinas Sosial Kabupaten Malang juga memberikan beberapa 
fasilitas untuk para penyandang disabilitas dalam rangka 
melaksanakan pemberdayaan.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 
Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Malang pada Pukul 15.00 
WIB). 
 
Ibu Ning sebagai salah satu penyandang disabilitas di Kabupaten 
Malang menyatakan bahwa: 
“Ada beberapa teman juga diajak terampil memasak dan lainnya. 
Memasak terkadang lebih mudah kami lakukan, khususnya kaum 
perempuan mempunyai keterampilan khusus dalam memasak, 
jadi belajarnya lebih cepat. Yang laki-laki diberdayakan dan 
diajari keterampilan bengkel.” (Hasil wawancara pada tanggal 10 
Maret 2018 di Kecamaran Tumpang Kabupaten Malang pada 





































Gambar 6. Bimbingan Keterampilan Memasak Bagi Penyandang Disabilitas Fisik 
di Kabupaten Malang 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 













Gambar 7. Bimbingan Keterampilan Bengkel Bagi Penyandang Disabilitas di 
Kabupaten Malang 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 










Gambar 8. Bimbingan Motivasi Sosial dan Latihan Keterampilan Bagi 




















Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 
Malang 2017) 2018 
 
Bentuk partisipasi aktif dalam memberikan gagasan, ide, tenaga 
maupun materi dalam kegiatan atau program pemerintah yang sedang 
dijalankan. Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT Lembaga Pelatihan 
Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa: 
“Ada bidang penanganan fakir miskin, nah bidang fakir miskin 
ini biasanya yang memberi bantuan. Bentuk bantuan yang 
diberikan oleh bidang fakir miskin itu biasanya dalam bentuk 
uang ada sekitar 1 juta untuk penyandang masalah kesejahteraan 
sosial atau PMKS setiap satu keluarga. Itu 1 keluarga dapatnya 1 
juta untuk membantu kebutuhan hidup dan kebutuhan lain-lain. 
Di penanganan fakir miskin ada juga yang mendapatkan rastra 
yaitu beras sejahtera. Ada lagi yang mendapatkan Namanya 
program keluarga harapan atau PKH. Program Keluarga Harapan 
(PKH) itu setiap tahun mendapatkan uang, biasanya yang 
mendapatkan anak sekolah SD, SMP, dan SMA. Selain itu, ibu 
hamil dan ibu menyusui juga mendapatkan bantuan program 
tersebut, termasuk dalam penyandang disabilitas yang mengalami 
hal-hal yang sudah saya jelaskan, akan menerima bantuan 
tersebut.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2018 di Dinas 
Sosial Kabupaten Malang Pukul 14.15 WIB). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan 
bahwa ada beberapa hal yang dapat dievaluasi oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Malang terkait kontribusi yang diberikan kepada 
masyarakat penyandang disabilitas karena ada beberapa kritik dari 
masyarakat dan akademisi, serta komunitas peduli disabilitas. Salah 
satunya adalah keberpihakan pemerintah dalam melakukan 
pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas, sarana dan 




















Malang juga dapat diberikan beberapa apresiasi mengenai penyediaan 
pelatihan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat disabilitas di 
Kabupaten Malang.  
Pemberdayaan masyarakat disabilitas dapat dilaksanakan 
dengan melakukan pelatihan menjahit, memasak, memijat, dan 
sebagainya. Kekurangannya adalah belum ada upaya dari pemerintah 
untuk memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat cacat mental, 
dikarenakan beberapa upaya yang sudah dilakukan pemerintah ini 
terkhusus bagi masyarakat penyandang cacat fisik saja. Berdasarkan 
Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang pada tahun 2011 
sampai dengan 2015, dimana pada tahun 2016 dan 2017 juga sama 
dijelaskan bahwa Rehabilitasi sosial, dimaksudkan untuk memulihkan 
dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami 
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara 
wajar. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, 
motivatif, baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial yang 
dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Malang. Fasilitas 
pemberdayaan disabilitas dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
 
c. Organisasi Kerja 
Organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 
aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 
perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut 
terhadap masyarakat.
 




















yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat disekitarnya, karena 
memberikan kontribusi seperti; pengambilan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam masyarakat sebagai anggota-anggotanya, sehingga 
menekan angka pengangguran. Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT 
Lembaga Pelatihan Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten 
Malang menyatakan bahwa: 
“Yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah 
beberapa bidang dalam Dinas Sosial Kabupaten Malang, yaitu 
bidang rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos 
yang ada lansia, panti, dan Lembaga-lembaga. Selain itu ada juga 
bidang penanganan fakir miskin, nah bidang fakir miskin ini 
biasanya yang memberi bantuan.” (Hasil wawancara pada 
tanggal 8 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Malang Pukul 
14.15 WIB). 
 
Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Bidang dalam Dinas Sosial Kabupaten Malang, yaitu bidang 
rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada 
lansia, panti, dan Lembaga-lembaga adalah bidang yang terlibat 
dalam organisasi kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang, 
sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Malang juga melaksanakan 
kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang lain, 
misalnya Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan lain 
sebagainya dalam melaksanakan pelatihan bagi penyandang 
disabilitas, kerjasama sangat diperlukan, misalnya Dinas Tenaga 
Kerja membantu Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam 
melakukan dan memberikan beberapa pelatihan-pelatihan dan 
membukakan kesempatan kerja bagi masyarakat penyandang 
Disabilitas di Kabupaten Malang agar dapat lebih mandiri.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 2018 di Dinas Sosial 
Kabupaten Malang pada Pukul 15.00 WIB). 
 
Kerja sebuah organisasi pada umumnya terdapat pembagian 
peran yang jelas dan tercantu dalam struktur organisasi. Pembagian 




















hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi kerja 
adalah aktor-aktor yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat 
disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten Malang. Aktor-aktor internal 
yang terlibat adalah bidang rehabilitas sosial, bidang linjamsos, dan 
bidang dayasos yang ada lansia, panti, dan Lembaga-lembaga adalah 
bidang yang terlibat dalam organisasi kerja Dinas Sosial Kabupaten 
Malang. Selain itu, Dinas Sosial Kabupaten Malang juga 
melaksanakan kerjasama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga 
Kerja dan lain sebagainya dalam melakukan pelatihan-pelatihan bagi 
masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Malang. 
 
d. Penetapan Tujuan 
Sebelum suatu organisasi menetapkan suatu tujuan, terlebih 
dahulu harus menentukan misi dan misi atau maksud organisasi. Misi 
ialah suatu pernyataan yang ditampilkan secara umum dan abadi 
tentang maksud dari organisasi. Tujuan umum atau sering juga disebut 
sebagai rencana strategik tidak dapat berfungsi atau berjalan sebelum 
dijabarkan terlebih dahulu ke dalam tujuan-tujuan khusus yang lebih 
terperinci sesuai dengan jenjang manajemen sehingga membentuk 
hirarki tujuan (Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang 
2016). Penetapan tujuan-tujuan strategik akan menentukan kegiatan-
kegiatan yang harus dilakukan serta mengikat sumber daya organisasi 




















Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT Lembaga Pelatihan 
Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa: 
“Selain pegawai, masyarakat, keluarga beserta penyandang 
disabilitas juga berhak mempunyai peran dalam pencapaian 
tujuan, khususnya sudah merupakan tanggungjawab dari 
Pemerintah melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang, serta 
keluarga dari penyandang disabilitas. Otomatis, tujuan dari 
pemberdayaan masyarakat disabilitas adalah untuk memberikan 
keterampilan kepada para penyandang disabilitas di Kabupaten 
Malang serta mensejahterahkan masyarakat penyandang 
disabilitas di Kabupaten Malang. Namun hal yang terpenting 
dalam penetapan tujuan adalah keterlibatan berbagai pihak dalam 
penetapan tersebut. Beberapa pegawai Dinas Sosial Kabupaten 
Malang sudah menunjukkan perannya dengan baik dalam 
penetapan tujuan, sedangkan ada beberapa yang kurang berperan 
dengan baik dan ada yang tumpeng tindih juga.” (Hasil 
wawancara pada tanggal 8 Maret 2018 di Dinas Sosial 
Kabupaten Malang Pada Pukul 14.30 WIB). 
 
Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Sama halnya dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Malang 
dalam pengambilan keputusan, pada penetapan tujuan juga sama. 
Semua pegawai sudah bagus dalam mengusulkan penetapan 
tujuan, kan tujuannya sudah pasti yaitu memberdayakan 
masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Malang dan 
memberikan mereka pelatihan agar mereka lebih mandiri. 
Namun ada tujuan spesifik agar beberapa tujuan pemberdayaan 
tersebut dapat tercapai. Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang 
memberikan perannya dan kontribusinya dengan melakukan 
evaluasi atas kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi 
penetapan tujuan dilakukan dengan melihat kondisi hasil evaluasi 
yang kemarin, apa yang dapat dilakukan kedepan agar semua 
tujuan dapat tercapai.” (Hasil wawancara pada tanggal 9 Maret 
2018 di Dinas Sosial Kabupaten Malang pada Pukul 15.00 WIB). 
 
Hampir setiap organisasi memiliki serangkaian tujuan yang 




















berkepentingan yang ikut terlibat dalam operasi organisasi tersebut, 
adanya tujuan organisasi sering menimbulkan konflik antara pihak-
pihak tersebut. Sehingga dalam proses penetapan tujuan, manajemen 
harus mampu menentukan keseimbangan yang terdiri dari berbagai 
campuran tujuan-tujuan serta memadukan berbagai kepentingan pihak-
pihak yang ikut terlibat dalam organisasi.  
Peranan dapat diidentifikasi dari penetapan suatu tujuan suatu 
kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok bersama pihak lain. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Dinas 
Sosial Kabupaten Malang memberikan perannya dalam penetapan 
tujuan sama halnya seperti proses pengambilan keputusan. Dinas 
Sosial Kabupaten Malang melibatkan seluruh pegawai dalam 
penetapan tujuan. Dinas Sosial Kabupaten Malang memberdayakan 
seluruh pegawai untuk terlibat dalam penetapan tujuan dengan cara 
memberikan aspirasi dan melakukan evaluasi atas kegiatan 
sebelumnya yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penetapan 
tujuan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
Dalam penetapan tujuan, Dinas Sosial Kabupaten Malang 
memberdayakan masyarakat disabilitas yang kurang mampu. 
 
2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat kerja Dinas Sosial dalam 





















a. Faktor Pendukung, Partisipasi Masyarakat 
Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari 
pembangunan nasional, dengan sasaran utamanya adalah Penyandang 
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), upaya pembangunan  
kesejahteraan sosial dimaksudkan agar Penyandang Masalah 
Kesejahteraan Sosial (PMKS) bisa memperoleh kesempatan bekerja 
dan berusaha sehingga bisa menempuh kehidupan yang layak. Agar 
pembangunan kesejahteraan sosial segera bisa mengentaskan para 
penyandang masalah kesejahteraan sosial, maka diperlukan dukungan 
dan peran serta masyarakat. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang 
sebagai pelaksana kegiatan dalam pengentasan penyandang masalah 
kesejahteraan sosial dirasakan penting mengingat jumlah penyandang 
masalah di Kabupaten Malang jumlahnya cukup besar (Rencana 
Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang 2011-2015). 
Partisipasi menyangkut keterlibatan diri/ego dan tidak semata-
mata keterlibatan fisik dalam pekerjaan atau tugas saja, dan ketiga 
unsur partisipasi tersebut di dalam realitanya tidak akan terpisahkan 
satu sama lain, tetapi akan saling menunjang. Dalam realitasnya, 
terutama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, 
istilah partisipasi ini sering dikaitkan dengan usaha di dalam 
mendukung program pembangunan. Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala 
UPT Lembaga Pelatihan Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten 




















“Partisipasi masyarakat sangat baik dalam mendukung kinerja 
pemerintah dan Dinas Sosial Kabupaten Malang, khususnya 
keluarga penyandang disabilitas sangat mendukung sehingga 
pelaksanaan kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam 
memberikan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas di 
Kabupaten Malang dapat terealisasi dengan baik berkat bantuan 
dari masyarakat sekitar di Kabupaten Malang.” (Hasil wawancara 












Gambar 9. Masyarakat membantu kegiatan Pemberdayaan 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 






































Gambar 10. Masyarakat membantu kegiatan Pemberdayaan 
Sumber: Data Sekunder Hasil Penelitian (Dokumen Dinas Sosial Kabupaten 
Malang 2017) 2018 
 
 
Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Masyarakat berpartisipasi dalam mendukung penyandang 
disabilitas, baik dalam bentuk tenaga, pikiran dan ada juga yang 
menyumbang uang kepada para penyandang disabilitas atau 
memberikan modal dalam melakukan pemberdayaan bagi para 
penyandang disabilitas tersebut di Kota Malang.” (Hasil 
wawancara pada tanggal 9 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten 
Malang pada Pukul 15.15 WIB). 
 
Pak Pon selaku masyarakat Dampit Kabupaten Malang 
menyebutkan bahwa: 
“Masyarakat ya ikut memberikan dukungan, kadang bantu-bantu 
pemerintah melakukan pemberdayaan supaya orang yang terkena 
disabilitas fisik itu mandiri, kalau didukung, diajari dan dibantu 
mereka mempunyai motivasi untuk berdikari. Khususnya keluarga 
dan tetangga-tetangga terdekat yang saudara nya adalah 
penyandang disabilitas fisik itu, lebih mendukung. Kalau ada 
permasalahan keluarga atau keluarga kurang mendukung, tetangga-
tetangga dan masyarakat sekitar ikut pedulu dengan mereka.” 
(Hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 di Dampit 
Kabupaten Malang pada pukul 15.00 WIB). 
 
Pak Wajik selaku masyarakat Kepanjen Kabupaten Malang 
menjelaskan bahwa: 
“Masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, 
tidak mungkin juga masyarakat cuek-cuek saja, mas, karena kami 
juga ada kepedulian bagi penyandang disabilitas. Penyandang 
disabilitas itu harus diberdayakan dan didukung, itu juga bukan 
hanya tanggung jawab dari pemerintah, namun masyarakat juga 
bertanggung jawab untuk mendampingi.” (Hasil wawancara pada 























Partisipasi sebagai bentuk kontribusi, yaitu interpretasi dominan 
dari partisipasi dalam pembangunan di dunia ketiga adalah melihatnya 
sebagai suatu keterlibatan secara sukarela atau bentuk kontribusi 
lainnya dari masyarakat desa menetapkan sebelumnya program dan 
proyek pembangunan. Partisipasi sebagai pemberdayaan, partisipasi 
merupakan latihan pemberdayaan bagi masyarakat desa, meskipun 
sulit didefinisikan. Akan tetapi, pemberdayaan merupakan upaya untuk 
mengembangkan keterampilan dan kemampuan masyarakat desa untuk 
memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan. 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam 
kinerja Dinas Sosial Kabupaten Malang. Masyarakat berpartisipasi 
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten 
Malang dan memberikan kontribusinya baik berupa barang, tenaga, 
pikiran dan juga uang. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat 
membanti kinerja pemerintah dalam melakukan pemberdayaan 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
 
b. Faktor Penghambat, yaitu Terbatasnya Anggaran Dana 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu 
(periode) tertentu dimasa yang akan datang. Penyusunan anggaran 




















oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh 
perencanaan-perencanaan yang matang. Instansi yang 
berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa 
yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga 
dalam pelaksanaannya, tinggal berpegangan pada semua rencana yang 
telah disusun sebelumnya. 
Ibu Wiwik Winarti selaku Kepala UPT Lembaga Pelatihan 
Kursus/Keterampilan Dinas Sosial Kabupaten Malang menyatakan 
bahwa: 
“Banyak hal yang bisa dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten 
Malang, namun tidak semua dapat terealisasi dikarenakan 
terbatasnya anggaran dana, sehingga ada beberapa kegiatan yang 
harus dimasukkan kedalam agenda kegiatan pada tahun 
berikutnya agar dapat diikutkan pada pagu anggaran di tahun 
selanjutnya.” (Hasil wawancara pada tanggal 8 Maret 2018 di 
Dinas Sosial Kabupaten Malang Pada Pukul 14.30 WIB). 
 
Bapak Khomar Udin selaku Staf Bidang Rehabilitasi Sosial 
Dinas Sosial Kabupaten Malang menyebutkan bahwa: 
“Tidak semua kegiatan dapat direalisasikan, Dinas Sosial 
Kabupaten Malang harus melakukan pemberdayaan secara 
berkala dikarenakan banyak terjadi keterbatasan anggaran dana 
karena memang memberikan keterampilan kepada masyarakat 
penyandang disabilitas membutuhkan dana yang cukup besar, 
dan dana pemerintah ini juga dibagi dalam berbagai kegiatan 
sehingga harus ada porsi masing-masing.” (Hasil wawancara 
pada tanggal 9 Maret 2018 di Dinas Sosial Kabupaten Malang 
pada pukul 15.30 WIB). 
 
Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa 
terbatasnya anggaran dana merupakan faktor penghambat kinerja 




















masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. Dinas Sosial Kabupaten 
Malang tidak dapat merealisasikan seluruh kegiatan yang direncanakan 
dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat disabilitas di 
Kabupaten Malang dikarenakan terbatasnya anggaran dana. Rencana 
kegiatan harus dimasukkan ke agenda pada tahun berikutnya agar 
dapat diikutkan pada pagu anggaran dana di tahun selanjutnya, 
sehingga rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas dapat 






C. Analisis Data Fokus Penelitian 
1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas menurut Soehendy (1997:28), 
meliputi: 
a. Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan 
Robert Calkins yang dikutip oleh Sjamsuddin (2010:10) 
menyebutkan bahwa “administrasi adalah kombinasi antara 
pengambilan keputusan dengan pelaksanaan dari keputusan tersebut 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Administrasi adalah 




















untuk menggerakkan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang 
telah ditentukan, yang didalamnya terdapat proses pengambilan suatu 
keputusan demi terciptanya efisiensi dan efektifitas dari adanya suatu 
pelayanan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan pada kegiatan 
musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian dari keikutsertaanya 
dalam menjalankan keputusan yang telah disepakati tersebut (Parwoto 
dalam Soehendy, 1997:28). 
Pembuatan keputusan dapat didefinisikan sebagai penentuan 
serangkaian kegiatan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 
Pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan oleh para manajer 
puncak namun juga para manajer tingkat menengah dan bawah (lini 
pertama). Dalam kondisi kepastian (certainty), para manajer 
mengetahui apa yang akan terjadi pada waktu yang akan dating 
dikarenakan tersedianya informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat 
diukur sebagai dasar keputusan. 
Manajer tidak mengetahui probabilitas bahkan mungkin tidak 
mengetahui kemungkinan hasil-hasilnya dalam kondisi ketidakpastian. 
Kondisi-kondisi ketidakpastian pada umumnya adalah keputusan-
keputusan kritis dan paling menarik. Keputusan yang dilakukan oleh 
manajer tingkat atas sifatnya rutin dan berulang-ulang, ini disebut 
keputusan terprogram atau keputusan terstruktur.  
Terprogram bukan berarti keputusan itu dibuat oleh program 




















secara berulang-ulang dan keputusan pada tingkat yang lebih tinggi 
sifatnya lebih tidak terprogram atau lebih tidak terstruktur. 
Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan 
merupakan tugas utama dari seorang pemimpin (manajer). 
Pengambilan keputusan (decision making) diproses oleh pengambilan 
keputusan (decision maker) yang hasilnya keputusan (decision). 
Implementasi suatu keputusan apakah dibuat oleh kelompok atau 
tidak, harus diselesaikan oleh para manejer secara individual. Karena 
kelompok tidak diberikan tanggung jawab, keputusan kelompok dapat 
menghasilkan situasi dimana tidak seorangpun merasa bertanggung 
jawab dan saling melempar tanggung jawab. Berdasarkan 
pertimbangan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya 
organisasi, keputusan kelompok sangant memakan biaya. 
Pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efesien bila 
keputusan harus dibuat dengan cepat. Keputusan kelompok, dalam 
berbagai kasus, dapat merupakan hasil kompromi atau bukan 
sepenuhnya keputusan kelompok. Bila atasan terlilbat, atau salah satu 
anggota mempunyai kepribadian yang dominan, keputusan yang dibuat 
kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan kelompok. 
Untuk membuat keputusan yang efekttif, Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang sangat membutuhkan masukan 
atau ide-ide maupun gagasan-gagasan lain untuk mengembangkan 




















adanya bantuan dari berbagai pihak, Aparatur Sipil Negara (ASN) 
Dinas Sosial Kabupaten Malang akan merasa kesulitan untuk membuat 
keputusan yang sesuai. Melibatkan pihak lain dalam pembuatan 
keputusan sangat dibutuhkan, hal ini dapat berupa formal seperti 
penggunaan kelompok atau informal seperti permintaan gagasan-
gagasan. 
Banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten 
Malang yang beranggapan bahwa keputusan yang dibuat kelompok 
seperti panitia lebih efektif karena Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas 
Sosial Kabupaten Malang memaksimumkan pengetahuan yang lain. 
Namun, ada juga Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial 
Kabupaten Malang yang sangat anti dengan pengambilan keputusan 
yang melibatkan kelompok, merka beranggapan bahwa melibatkan 
kelompok akan memprlambat jalannya proses pengambilan keputusan, 
dan menjadikan keputusan yang tidak berbobot. 
Manajemen kadang-kadang mencoba menghindari keterlibatan 
kelompok dengan menekankan organisasi sebagai keseluruhan, bahkan 
sampai mencoba membubarkan kelompok-kelompok yang merusak. 
Namun, kesetiaan pada kelompok, teman sekerja, jauh lebih kuat 
daripada kesetiaan pada organisasi yang lebih besar. Karena, satu-
satunya cara mengembangkan kesetiaan menyeluruh adalah dengan 




















melaksanakan kontrol lebih kuat terhadap anggotanya daripada 
manajemen sendiri. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang 
karena otoritasnya dalam suatu organisasi dipenuhi dengan 
serangkaian pengambilan keputusan untuk menentukan alternatif 
tindakan dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi. 
Pengambilan keputusan merupakan komponen aktifitas manejer, 
terutama apabila manejer tersebut melaksanakan perencanaan. Dalam 
proses perencanaan tersebut, Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas 
Sosial Kabupaten Malang menetapkan tujuan organisasi, sumber daya 
yang akan digunakan, dan bawahan mana yang akan menjalankan 
setiap tugas yang telah ditetapkan. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang 
dalam mengambil keputusan dapat berperan dalam berbagai macam 
gaya. Pada beberapa organisasi seringkali terdapat variasi gaya 
pengambilan keputusan manajemen antara satu Aparatur Sipil Negara 
(ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan pegawau yang lain. 
Gaya Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang 
dalam mengambil keputusan akan banyak diwarnai oleh beberapa hal 
seperti latar belakang pengetahuan, perilaku, pengalaman, dan 
sejenisnya. 
Pengambil keputusan sebagai seorang yang harus melakukan 




















terutama syarat intelektual dan mental. Hal ini dimaksudkan untuk 
dapat melakukan pengambilan keputusan secara bertanggung jawab. 
Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Sosial Kabupaten Malang harus 
mampu membedakan tanggung jawab untuk mengambil keputusan 
dengan tanggung jawab untuk menjalankan keputusan. 
Kelompok adalah sekumpulan orang yang saling berkaitan satu 
sama lain dan memiliki tujuan bersama. Sebuah kelompok bisa jadi 
terdiri dari berbagai jenis orang, tidak hanya berpaku pada suku satu 
agama, satu ras, atau satu bangssa saja. Akan tetapi, ada beraneka 
ragam latar belakang dan perbedaan antar anggota kelompok. 
Perbedaan antar anggota kelompok tersebut tentunya akan 
menimbulkan perbedaan pendapat dalam kelompok.  
Tujuan-tujuan tersebut akan dipadukan menjadi sebuah tujuan 
bersama yang akan di capai oleh seluruh anggota secara bersama sama 
pula. Ada yang karena merasa memiliki nasib yang sama dengan 
kelompok tersebut, karena merasa memiliki tujuan yang sama, merasa 
membutuhkan kenyamanan dan perlindungan atau karena ingin 
mencari solusi atas sebuah masalah. Dalam melakukan kegiatan 
kelompok, anggota kelompok tidak mempunyai kekuasaan mutlak 
untuk bertindak karena biasanya sudah mempunyai komitmen untuk 
berkumpul, berfikir dan bekerja bersama. Oleh karena itu, setiap ada 
problem atau masalah yang segera memerlukan pemecahan, kelompok 




















mengesampingkan satu anggota pun, seperti musyawarah atau diskusi 
kelompok. 
Pada dasarnya setiap individu mempunyai kemampuan untuk 
mengambil keputusan. Akan tetapi, tidak semua individu memiliki 
pengetahuan, keterampilan dan penalaran yang sama, sehingga 
keputusan individu sering kali kurang efektif. Dengan alasan itulah, 
individu lebih memilih bergabung dalam kelompok untuk membantu 
menentukan keputusan yang terbaik. Keputusan yang nantinya benar 
benar menjadi solusi bagi permasalahan hidupnya. Oleh karena itu, 
sebagai individu dan juga sebagai bagian dari kelompok di sekitar, 
perlu tahu bagaimana keterlibatan dalam proses pengambilan 
keputusan, metode apa saja yang digunakan dalam diskusi kelompok 
serta bagaimana bisa berkontribusi menghasilkan suatu keputusan 
yang efektif dan berkualitas. 
Upaya membangun keefektifan pemimpin terletak semata pada 
pembekalan dimensi keterampilan teknis dan keterampilan konseptual. 
Adapun keterampilan personal menjadi terpinggirkan. Padahal 
sejatinya efektifitas kegiatan manajerial dan pengaruhnya pada kinerja 
organisasi, sangat bergantung pada kepekaan pimpinan untuk 
menggunakan keterampilan personalnya. Keterampilan personal 
tersebut meliputi kemampuan untuk memahami perilaku individu dan 
perilaku kelompok dalam kontribusinya membentuk dinamika 




















memahami dan memberi motivasi, kemampuan memahami proses 
persepsi dan pembentukan komunikasi yang efektif, kemampuan 
memahami relasi antar konsep kepemimpinan-kekuasaan-politik dalam 
organisasi, kemampuan memahami genealogi konflik dan 
negosiasinya, serta kemampuan mengkonstruksikan budaya organisasi 
yang ideal. 
Organisasi birokrasi publik pun idealnya tidak terlepas dari arah 
perkembangan ini. Dalam hal ini, paradigma organisasi birokratik-
weberian yang berkarakter (terlalu) impersonal dan dingin, 
mendapatkan tantangan serius dari paradigma post-birokrasi yang 
lebih humanis. Kreativitas penting bagi pengambil keputusan, hal ini 
memungkinkan pengambil keputusan untuk lebih sepenuhnya 
menghargai dan memahami masalah, termasuk melihat masalah-
masalah yang tidak dapat dilihat orang lain, namum kenyataannya 
banyak pemimpin dalam pengambilan keputusan tidak memperhatikan 
perilaku pemimpin yang sebaiknya. Pembuatan keputusan dapat 
didefinisikan sebagai penentuan serangkaian kegiatan untuk mencapai 
hasil yang diinginkan.pembuatan keputusan ini tidak hanya dilakukan 
oleh para pegawai puncak tetapi juga para pegawai menengah dan lini 
pertama. World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko (2012:27) 
mengartikan pemberdayaan yaitu upaya untuk memberikan 
kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) 




















ide, atau gagasan-gagasan, serta kemampuan dan keberanian untuk 
memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dan 
sebagainya) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. 
Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses 
meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. 
Berkenaan dengan pengertian pemberdayaan masyarakat, Winarni 
dalam Ambar (2004:79) mengungkapkan bahwa pemberdayaan 
meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (enabling), memperkuat potensi 
atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian.  
Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai 
kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau 
merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan 
secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang disabilitas fisik, 
penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik dan 
mental. Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, 
yang dapat menganggu atau merupakan rintangan dan hambatan 
baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari, 
penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; penyandang cacat 
fisik dan mental. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang 
mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu 
atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan 




















fisik, penyandang disabilitas mental serta penyandang disabilitas fisik 
dan mental. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan 
bahwa Dinas Sosial Kabupaten Malang melakukan pengambilan 
keputusan dengan melibatkan seluruh pegawai. Seluruh pegawai sudah 
aktif turut memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan. 
Pengambilan keputusan tersebut berfungsi untuk peran strategis Dinas 
Sosial Kabupaten Malang dalam melaksanakan pemberdayaan bagi 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
 
b. Bentuk Kontribusi 
Pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan 
publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam 
bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka 
memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, 
Pertanian dan pariwisata dan lainnya, termasuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat. 
Ekspektasi peran menurut Robbins dalam (Rahma, 2016:29) adalah 
“role expectation are how the way others you should act in a given 
context” yang artinya harapan orang lain terhadap perilaku seseorang 
atau sekelompok orang atas peran yang dimiliki. Harapan-harapan 





















Role Perception atau yang dalam Bahasa Indonesia berarti 
persepsi peran adalah tanggapan atau pandangan seseorang atau 
kelompok orang mengenai apa yang harus dilakukan berdasarkan 
peran yang dimiliki (Rahma, 2016:30). Hal ini berarti setiap individu 
di dalam masyarakat dituntut untuk bersikap sebagaimana status dan 
posisi yang dimiliki. Begitu juga dengan individu yang menduduki 
posisi sebagai pejabat pemerintah baik dalam tingkat pusat maupun 
daerah. Berdasarkan analisis dari role perception bahwa pejabat 
pemerintah memiliki pandangan tetang apa yang harus mereka lakukan 
sesuai dengan hak dan kewajiban dalam mewujudkan kesejahteraan 
rakyat. Salah satu kewajiban pemerintah dalam mewujudkan 
kesejahteraan rakyat adalah membentuk lembaga untuk menjangkau 
titik terkecil dari masyarakat demi menunjang jalanya pembangunan 
yang berbasis kemasyarakatan. 
Role expectation, role perception, dan role performance 
memiliki hubungan yang erat serta memiliki pengaruh antara satu 
dengan yang lainya. Dengan mengambil inti dari pendapat para ahli 
sebelumnya bahwa role expectation adalah harapan orang lain atas 
peran yang dimiliki oleh seseorang. Sedangkan role perception adalah 
pandangan seseorang atas apa yang harus dilakukan dengan peran 
yang dia miliki. Sedangkan menurut Levinson dalam (Rahma, 
2016:31) kinerja peran adalah “it is more or less characteristic way in 




















adalah cara yang lebih atau kurang khas dimana individu bertindak 
sebagai penanda posisi. 
Ketiga komponen analisis peran tersebut diartikan lebih singkat 
maka, role expectation sebagai harapan, role perception sebagai 
pandangan atau pemahaman terhadap diri sendiri, dan role 
performance adalah tindakan. Harapan orang lain terhadap seseorang 
yang memiliki peran akan melahirkan pandangan dan pemahaman 
akan diri sendiri untuk menentukan suatu tindakan atau sikap atas 
peran yang dimiliki tersebut. Tindakan ini yang nantinya akan kembali 
membentuk harapan orang lain. Parwoto dalam (Soehendy, 1997:28) 
menyebutkan bahwa bentuk partisipasi aktif dalam memberikan 
gagasan, ide, tenaga maupun materi dalam kegiatan atau program 
pemerintah yang sedang dijalankan. Peran pemerintah sebagai pelayan 
masyarakat adalah suatu tugas atau fungsi pejabat atau pemerintah 
dalam mensejahterakan masyarakat supaya bisa mencapai cita-cita dan 
tujuan. Adapun fungsi pemerintah ada salah satunya adalah sebagai 
pelayan masyarakat. Pelayanan Masyarakat  pada dasarnya 
menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. 
Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dan tingkat 
kehidupan masyarakat yang semakin baik yang kesemuanya ini 
merupakan proses pemberdayaan (empowering) yang dialami oleh 
masyarakat, maka birokrasi publik harus mengubah posisi atau 




















memerintah berubah menjadi suka melayani, dari yang selalu 
berdekatan dengan kekuasaan menjadi menolong menuju kearah 
fleksibel kolaburaties dan dialogis, dan dari cara-cara yang sloganis 
menuju cara-cara kerja yang realistis pragmatis. Proses pemberdayaan 
masyarakat perlu ditingkatkan dengan menjalin kolaborasi dan 
kemitraan dengan masyarakat dan memberi peluang kepada pihak 
swasta untuk juga terlibat dalam sektor publik.  
Pemerintah tidak bisa lagi mendominasi semua pekerjaan di 
sektor publik tetapi sebagian sudah harus dilimpahkan kepada 
masyarakat dan swasta untuk ikut menanganinya.  Selain itu, birokrasi 
publik juga harus menyadari akan peran dan posisinya sekarang yang 
tidak lagi meniscayakannya dominasi di segala bidang, lebih-lebih 
oleh konteks atau lingkungan peran dan posisi birokrasi telah berubah 
dimana tuntutan akan semakin demokratis dan humanisnya peran dan 
fungsi birokrasi publik semakin menjadi fenomena yang tidak dapat 
ditawar lagi. Dengan bahasa lain, birokrasi publik harus melakukan 
redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran dan fungsinya sedemikian 
rupa sehingga lebih kondusif dengan tuntutan, kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat luas. 
Masyarakat tidak lagi pasif dalam melihat segala tindak tanduk 
birokrasi publik, namun masyarakat telah dengan jelas melihat 
perlunya menuntut dengan keras adanya akontabilitas publik pada 




















baru yang harus direspon secara positif oleh semua anggota birokrasi 
publik. Melihat pergeseran peran yang memang harus dilakukan oleh 
birokrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
seperti dipaparkan di atas maka konsep pemberdayaan (empowerment) 
yang memang selaras dengan pergeseran peran tersebut haruslah 
diwujudkan secara nyata dalam masyarakat. Masyarakat harus diberi 
kesempatan untuk merencanakan dan kemudian melaksanakan 
program pembangunan yang dipilih sendiri. Disamping itu masyarakat 
juga harus diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan 
baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain.  
Pemberdayaan Masyarakat Pengertian pemberdayaan masyarakat 
menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, 
cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan 
melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak. Menurut Totok 
dan Poerwoko (2012:27), istilah pemberdayaan juga dapat diartikan 
sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh 
individu, kelompok dan masyarakat luas agar memiliki kemampuan 
untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungan dan dapat 
memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya 
terhadap sumber daya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas 
sosialnya, dan sebagainya. Pemberdayaan berarti suatu upaya atau 




















masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidup ke 
arah yang lebih sejahtera.  
Proses pemberdayaan masyarakat pada umumnya membentuk 
dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk 
melawan arus-arus globalisasi yang cepat. Peningkatan kreaifitas 
masyarakat miskin dalam melihat prospek ekonomi didasari atas 
bagaimana pemerintah secara serius ingin membangun sumber daya 
manusia yang kuat. Maka, peningkatan kualitas masyarakat melalui 
program-program pemberdayaan sangat dibutuhkan. Pemerintah 
memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau pelayanan, dan 
fungsi sekunder atau pemberdayaan. Menurut Chatarina (2011:16) 
menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu cara rakyat, organisasi 
dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai kehidupannya atau 
pemberdayaan dianggap sebuah proses menjadikan orang yang cukup 
kuat untuk berpartisipasi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga 
yang mempengaruhi kehidupanya. Sedangkan menurut Ambar 
(2004:77) pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju 
berdaya atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau 
proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang 
mempunyai daya kepada pihak yang tidak atau kurang berdaya. 
Peran pemerintah sebagai regulator adalah menyiapkan arah 
untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui 




















memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrumen untuk 
mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan. Peran 
pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi 
masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan 
untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah.  
Proses Pemberdayaan menurut Widjajanti (2011:18) yaitu proses 
yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok 
formal maupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, 
merencanakan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap 
program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan 
diukur melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai 
dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, 
pelaksanakan program, dan keterlibatan dalam evaluasi secara 
berkelanjutan. Soetomo (2013:95-124) mengemukakan apabila 
program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kehidupan 
masyarakat, maka program tersebut harus sesuai dengan kebutuhan 
dan persoalan masyarakat yang akan ditingkatkan taraf hidupnya. 
Pemerintah berperan melalui pemberian bimbingan dan 
pengarahan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Biasanya 
pemberian bimbingan diwujudkan melalui tim penyuluh maupun 
badan tertentu untuk memberikan pelatihan. Peran pemerintah sebagai 
fasilitator adalah menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan 




















dalam mengoptimalkan pembangunan daerah. Sebagai fasiitator, 
pemerintah bergerak di bidang pendampingan melalui pelatihan, 
pendidikan, dan peningkatan keterampilan, serta di bidang pendanaan 
atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada masyarakat 
yang diberdayakan. 
Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan 
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat 
Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran 
yang sama. Penyandang cacat secara kuantitas cenderung meningkat 
dan oleh karena itu, perlu semakin diupayakan peningkatan 
kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat. Berbagai upaya telah 
dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam upaya meningkatkan 
kualitas para penyandang cacat sehingga mereka mempunyai hak dan 
kedudukan yang sama sebagai warga negara. 
Secara nasional pemerintah telah mengembangkan Pendidikan 
Inklusif dengan tujuan untuk memberi kesempatan yang sama bagi 
semua anak, termasuk anak-anak cacat, sebagai ratifikasi kesepakatan 
masyarakat dunia yaitu pendidikan untuk semua (Education For All), 
dan hasilnya sudah dirasakan, beberapa anak cacat mampu mengikuti 
pendidikan sampai jenjang perguruan tinggi, dan dapat diangkat 
menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak sedikit yang telah mandiri 




















Penanganan masalah penyandang cacat di Kabupaten, baik oleh 
Pemerintah maupun masyarakat melalui organisasi sosial/Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Yang memberikan layanan-layanan 
pendidikan, rehabilitasi, keterampilan yang sifatnya umum sebagai 
dasar untuk mengantarkan para penyandang cacat untuk dapat mandiri 
dan profesional. 
Usaha lain yang diupayakan Pemerintah Kabupaten Malang 
melalui Dinas Sosial Kabupaten Malang mengembangkan SLB 
menjadi sentra PK-PLK dengan tujuan memberi peluang dan 
kesempatan kepada penyandang cacat untuk memperoleh layanan yang 
berkualitas. Dinas sosial Kabupaten Malang dengan memberikan 
pembinaan/latihan kepada para penyandang cacat melalui lembaga 
PSBGH, PSBN, dan lembaga/instiusi lain, baik negeri maupun 
swadaya masyarakat bersama-sama saling membahu untuk 
meningkatkan kualitas para penyandang cacat. Kondisi lapangan telah 
merasakan dari program Dinas Sosial Kabupaten Malang dengan 
program KUBE Penca dan program lainnya, walaupun hasilnya belum 
optimal. 
Dunia pendidikan di Kabupaten Malang dan beberapa LPTK 
yang tersebar di Indonesia mendapat amanat untuk mendidik calon 
guru Pendidikan Luar Biasa/Pendidikan Khusus, melalui Jurusan PLB 
yang menghasilkan guru-guru profesional dibidang pendidikan 




















dan sebagai Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah 
penyelenggara pendidikan Inklusif. Berbagai usahan tersebut telah 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan para penyandang 
cacat, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, namun usaha tersebut 
masih dihadapkan dengan berbagai kendala. Berdasarkan hal tersebut, 
maka diperlukan adanya upaya meningkatkan pemberdayaan 
penyandang cacat disegala bidang guna mewujudkan kesejahteraan 
yang bermartabat. 
Sarana dan upaya untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang cacat telah 
dilakukan melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan, antara 
lain mengatur masalah ketenagakerjaan, pendidikan nasional, 
kesehatan, kesejahteraan sosial, lalulintas dan angkutan jalan, 
pelayanan penerbangan dan lain-lain. Namun demikian upaya tersebut 
belumlah optimal sesuai dengan yang diharapkan. Asumsi yang perlu 
menjadi pertimbangan bahwa jumlah penyandang cacat jumlahnya 
cenderung meningkat yang kondisinya lebih hiterogen, masih 
diperlukan lagi sarana dan upaya lain terutama dengan penyediaan 
sarana untuk memperoleh kesamaan kesempatan bagi berbagai jenis 
penyandang cacat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, 
khususnya dalam memperoleh pendidikan dan pekerjaan dalam rangka 




















Kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang adalah; suatu tata 
kehidupan dan penghidupan sosial, material maupun spiritual yang 
diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin 
yang memungkinkan bagi semua warga negara untuk mengadakan 
usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial sebaik-
baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat, dengan menjunjung 
tinggi hak dan kewajiban sebagai warganegara, sehingga menjadi 
warga negara yang sejahtera dan bermartabat. Maka perlu dilakukan 
upaya-upaya yang lebih memadai, terpadu dan berkesinambungan 
guna mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan. Kesempatan untuk 
mendapatkan kesamaan kedudukan, hak, dan kewajiban bagi 
penyandang cacat hanya dapat diwujudkan apabila didukung dengan 
tersedianya aksesibilitas, yaitu suatu kemudahan bagi penyandang 
cacat untuk mencapai kesamaan kesempatan dalam memperoleh 
kesamaan kedudukan tersebut. Perlu diadakan upaya penyediaan 
aksesibilitas bagi penyandang cacat. 
Penyelenggaraan upaya peningkatan kesejahteraan sosial yang 
antara lain melalui kesemaan kesempatan bagi penyandang cacat pada 
hekekatnya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, 
masyarakat, keluarga, dan penyandang cacat itu sendiri. Oleh karena 
itu diharapkan semua unsur tersebut berperan aktif untuk 
mewujudkannya. Dengan kesamaan kesempatan tersebut diharapkan 




















mampu bersinergi melalui komunikasi dan interaksi secara wajar 
dalam hidup bermasyarakat, bermartabat. Berdasarkan uraian tersebut 
di atas, maka perlu dikembangkan dan ditingkatkan kesamaan 
kesempatan melalui penyediaan aksesibilitas, yang dalam 
pelaksanaannya disertai dengan upaya peningkatan kesadaran dan 
tanggung jawab masyarakat dan pemerintah terhadap keberadaan 
penyandang cacat yang merupakan unsur penting dalam rangka 
pemberdayaan penyandang cacat.  
Pemerintah dan masyarakat mempunyai komitmen tentang 
pentingnya kerjasama baik secara nasional maupun regional untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan penyandang cacat, Selanjutnya 
mengambil langkah-langkah yang diperlukan dan efektif berkaitan 
dengan hal tersebut. Kerjasama kemitraan antar 
organisasi/institusi/lembaga, baik tingkat regional, nasional maupun 
internasional, khususnya organisasi penyandang cacat. Adapun 
langkah-langkah untuk mewujudkan hal tersebut (Laporan Kinerja 
Pemerintah Kabupaten Malang 2017), antara lain: 
1) Menjamin bahwa Kerjasama kemitraan, termasuk program 
regional maupun nasional, bersifat inklusif dan dan dapat diakses 
oleh para penyandang cacat; 
2) Memfasilitasi dan mendukung pengembangan kapasitas melalui 




















pelatihan, dan praktik yang mendukung ke profesionalan para 
penyandang cacat; 
3) Memfasilitasi kerjasama dibidang penelitian dan akses terhadap 
ilmu pengetahuan dan praktik lapangan. Apabila diperlukan, 
menyediakan bantuan teknis dan biaya, termasuk memfasilitasi 
akses terhadap pertukaran teknologi dan informasi melalui transfer 
teknologi informasi; 
4) Pemerintah sesuai dengan sistem manajemen yang telah dirancang, 
harus melaksanakan monitoring dan evaluasi. Sesuai dengan sistem 
dan perundang-undangan, harus komitmen mempertahankan, 
memperkuat, merancang, atau membentuk suatu kerangka kerja 
dengan mekanisme yang independen untuk memajukan, 
melindungi dan memonitor pelaksanaan kegiatan (Implementasi 
kerangka kerja yang telah dirancang). Perlu diperhatikan dalam 
menyusun kerangka kerja harus mempertimbangkan prinsip-
prinsip yang berkaitan dengan status dan fungsi institusi bagi 
perlindungan dan hak asasi manusia; 
5) Masyarakat, terutama para penyandang cacat dan organisasi-
organisasi perwakilan, harus dilibatkan dan berpartisipasi penuh 
dalam berbagai kegiatan, termasuk melakukan monitoring dan 
evaluasi; 
6) Organisasi penyandang cacat (komite) perlu dibentuk dan yang 




















komite berfungsi sesuai dengan kapasitas personal, yang diakui 
kompetensi dan pengalamannya dibidang profesinya. Pemerintah 
diundang untuk memberikan pertimbangan.  
7) Pemerintah bekerjasama dengan organisasi penyandang cacat dan 
membantu anggotanya dalam memenuhi mandat. 
 
Upaya peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat 
berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang 
berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, 
manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian 
dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Hal tersebut diselenggarakan melalui pemberdayaan 
penyandang cacat yang bertujuan terwujudnya kemandirian dan 
kesejahteraan. Pemerintah dan/atau masyarakat menyelenggarakan 
upaya: Re-habilitasi yang diarahkan untuk memfungsikan kembali dan 
mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang 
cacat agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan 
bermartabat sesuai dengan bakat, kemampuan, pendidikan dan 
pengalaman. 
Pemerintah melakukan pembinaan terhadap upaya peningkatan 
kesejahteraan sosial penyandang cacat melalui penetapan kebijakan, 
koordinasi, penyuluhan, bimbingan, bantuan, perijinan, dan 
pengawasan. Adapun peran masyarakat adalah melakukan pembinaan 




















sosial penyandang cacat. Masyarakat diberi kesempatan seluas-luasnya 
untuk berperan dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 
penyandang cacat. 
Pada dasarnya setiap penyandang cacat mempunyai kesamaan 
kesempatan untuk mendapatkan pendidikan pada satuan, jalur, jenis, 
dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan. 
Dalam hal kesempatan memperoleh pekerjaan. Setiap penyandang 
cacat mempunyai kesempatan untuk mendapatkankan pekerjaan sesuai 
dengan jenis dan derajat kecacatannya.  
Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku 
sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas 
diri. Tahap ini menggambarkan bahwa pihak pemberdaya berusaha 
menciptakan prakondisi, agar dapat memfasilitasi berlangsungnya 
proses pemberdayaan yang efektif. Apa yang diintervensi dalam 
masyarakat sesungguhnya lebih pada kemampuan efektifnya untuk 
mencapai kesadaran konatif yang diharapkan. Seutuhnya penyadaran 
akan lebih membuka keinginan dan kesadaran masyarakat tentang 
kondisinya saat itu, dan dengan demikian akan dapat merangsang 
kesadaran tentang perlunya memperbaiki kondisi untuk menciptakan 
masa depan yang lebih baik.  
Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, 
kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan 




















pembangunan. Masyarakat akan mengalami proses belajar tentang 
pengetahuan dan kecakapan keterampilan yang memiliki relevansi 
dengan apa yang terjadi tuntutan kebutuhan tersebut. Keadaan ini akan 
menstimulasi terjadinya keterbukaan wawasan dan menguasai 
kecakapan keterampilan dasar yang masyarakat butuhkan. Masyarakat 
akan hanya dapat memberikan peran partisipasinya pada tingkat yang 
rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, 
belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.  
Tahap peningkatan kemampuan intelektual dan kecakapan 
keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif 
untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan 
ditandai oleh kemampuan masyarakat dalam membentuk inisiatif, 
melahirkan kreasi-kreasi dan melakukan inovasi-inovasi di 
lingkungannya. Apabila masyarakat telah mencapai tahap ini, maka 
masyarakat dapat secara mandiri melakukan pembangunan.  
Konsep pembangunan masyarakat menggambarkan bahwa pada 
kondisi seperti ini seringkali didudukkan pada subjek pembangunan 
atau pemeran utama. Pemerintah tinggal menjadi fasilitator saja. 
Sebagaimana disampaikan di atas bahwa proses belajar dalam rangka 
pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Menurut 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas yaitu orang yang 




















jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan 
sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan 
untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak. 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
dalam pokok-pokok konvensi poin 1 (pertama) pembukaan 
memberikan pemahaman, yakni; Setiap orang yang mempunyai 
kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat menganggu atau merupakan 
rintangan dan hamabatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, 
yang terdiri dari, penyandang cacat fisik; penyandang cacat mental; 
penyandang cacat fisik dan mental. 
Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup 
dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang 
pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan 
pelayanan khusus agar dia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia 
yang hidup di muka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki 
defenisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat 
fisik, atau kemampuan IQ (Intelligence Quotient) rendah, serta orang 
dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi 
kognitifnya mengalami gangguan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan 
bahwa ada beberapa hal yang dapat dievaluasi oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Malang terkait kontribusi yang diberikan kepada 




















masyarakat dan akademisi, serta komunitas peduli disabilitas. Salah 
satunya adalah keberpihakan pemerintah dalam melakukan 
pemberdayaan kepada masyarakat penyandang disabilitas, sarana dan 
prasarana, dan sebagainya. Selain itu kinerja Dinas Sosial Kabupaten 
Malang juga dapat diberikan beberapa apresiasi mengenai penyediaan 
pelatihan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat disabilitas di 
Kabupaten Malang. Pemberdayaan masyarakat disabilitas dapat 
dilaksanakan dengan melakukan pelatihan menjahit, memasak, 
memijat, dan sebagainya. Kekurangannya adalah belum ada upaya dari 
pemerintah untuk memberikan pemberdayaan terhadap masyarakat 
cacat mental, dikarenakan beberapa upaya yang sudah dilakukan 
pemerintah ini terkhusus bagi masyarakat penyandang cacat fisik saja. 
Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang 
pada tahun 2011 hingga 2015, dimana 2016 dan 2017 juga sama, 
dijelaskan bahwa sasaran penerima manfaat penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial melalui pelayanan dan rehabilitasi sosial adalah 
PMKS yang masuk ke dalam kategori Pelayanan kesejahteraan sosial 
anak yang dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Malang melalui 
penyelenggaraan penyantunan, perawatan, perlindungan, pengentasan 
anak di luar pengasuhan orang tua dan pengangkatan anak. Tujuan dari 
intervensi sosial yang dilaksanakan melalui pelayanan dan rehabilitasi 
sosial anak adalah untuk mengembalikan fungsi sosial pengasuhan 




















balita, anak telantar, anak putus sekolah, anak jalanan, anak nakal, 
anak cacat, anak yang diperdagangkan, dan anak dalam situasi darurat 
(yang memerlukan perlindungan khusus).  
Berbagai program dan kegiatan terus dikembangkan oleh Dinas 
Sosial Kabupaten Malang dengan maksud untuk menumbuhkan 
suasana kehidupan yang mendorong pralanjut usia dan lanjut usia yang 
dapat melakukan kegiatan sosial keagamaan dan kerohanian selama 
mungkin di dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Aksesibilitas 
lanjut usia terhadap sarana dan pelayanan umum diharapkan dapat 
tersedia dengan semakin aktifnya para lansia. Secara garis besar, 
pelayanan sosial lanjut usia dilaksanakan melalui dua sistem pelayanan 
sosial yaitu pelayanan melalui panti sosial dan pelayanan melalui luar 
panti sosial.   
Pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat yang 
dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Malang melalui program dan 
kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat 
diselenggarakan (Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang 
2017) meliputi: 
1) Meningkatkan kesempatan berusaha dan bekerja guna 
meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesejahteraan sosial; 
2) Meningkatkan kepedulian sosial masyarakat, memanfaatkan 




















guna pengembangan usaha ekonomi produktif dan membangun 
budaya kewirausahaan; 
3) Mendapatkan bantuan sosial setiap bulan (cacat berat) sesuai 
kriteria melalui sistem jaminan sosial; 
4) Meningkatkan aksesibilitas fisik terhadap fasilitas pendidikan, 
kesehatan, pelayanan kesejahteraan sosial, dan sumber daya 
ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan 
sosialnya; 
5) Meningkatkan aksesibilitas nonfisik dalam setiap pengambilan 
keputusan terkait kebijakan publik dan pelayanan sosial sesuai 
dengan perspektif penyandang cacat.  
 
Upaya Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam rangka pelayanan 
sosial bagi tuna sosial adalah berupa kegiatan bimbingan sosial, 
bimbingan keterampilan dan pemberian bantuan Usaha Ekonomis 
Produktif (UEP) dalam rangka pembinaan lanjut yang diarahkan pada 
pemberdayaan tunasusila (wanita dan waria tunasusila), gelandangan 
dan pengemis serta bekas warga binaan pemasyarakatan. Sebagian 
keluaran (output) hasil penanganan kelompok sasaran pelayanan telah 
berhasil memanfaatkan bantuan dan meningkatkan taraf kesejahteraan 
sosial, dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat dan lingkungan 
sosialnya. Sementara itu, melalui kegiatan koordinasi dan keterpaduan 
penanganan tunasosial diharapkan dapat tercapai sinkronisasi dan 




















Tunasosial. Dengan demikian upaya penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial dalam mengatasi masalah tunasosial menjadi kerangka kegiatan 
yang utuh, menyeluruh, berkelanjutan dan bersinergi dengan para 
pemangku kepentingan lain.  
Pelayanan dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan 
napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) dilakukan  
dalam rangka pencegahan dan/atau rehabilitasi sosial berbasis 
masyarakat, peningkatan koordinasi intra - dan inter-instansi 
pemerintah terkait dan partisipasi masyarakat, mengembangkan dan 
memantapkan peran serta masyarakat/Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) dalam kegiatan pencegahan, pelayanan dan rehabilitasi sosial 
korban napza, pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana 
pelayanan rehabilitasi sosial bagi korban napza baik secara fisik 
maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Fasilitas pemberdayaan 
disabilitas dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). 
 
c. Organisasi Kerja 
Pemerintah dalam setiap jabatan memiliki tupoksi masing-
masing yang umumnya peran berhubungan erat dengan fungsi dan 
pengaruh. Artinya bahwa seseorang yang memiliki peran dapat 
mempengaruhi orang lain. Peran adalah seperangkat pola perilaku 
yang diharapkan dan dikaitkan pada seseorang yang menduduki suatu 
posisi tertentu dalam suatu unit sosial menurut Robbins (dalam Rahma, 




















suatu struktur organisasi yang fungsinya dapat memberikan informasi 
kepada seluruh anggotanya dalam kegiatan atau suatu pekerjaan yang 
harus dilakukannya. Dalam organisasi tersebut tidak hanya dibentuk 
struktur organisasi tapi perlu dibentuknya suatu sistem rancangan kerja 
yang sesuai dengan kebutuhan anggotanya sebagai pekerja, sistem 
rancangan kerja dirancang sesuai kemampuan dan keterbataasan 
anggota dalam melakukan pekerjaan. Dalam suatu organisasi, 
teknologi didefinisikan sebagai keseluruhan aspek yang menyangkut 
proses transformasi input menjadi output, sehingga organisasi tersebut 
dapat mencapai tujuan yang akan dituju, sehingga didalam suatu 
organisasi ketiga aspek tersebut mempunyai keterkaitan hubungan satu 
sama lainnya. 
Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem yang terbuka, 
yaitu suatu kesatuan yang terorganisasi yang terdiri dari beberapa 
bagian yang saling tergantung. Sebagai sistem sosial organisasi 
industri terdiri dari komponen-komponen sosial. Dengan kata lain 
organisasi terdiri dari kelompok-kelompok manusia yang saling 
berinteraksi, yang batas dengan lingkungannya dapat dikenali, yang 
secara sambung menyambung berinteraksi dengan lingkungannya. 
Menurut John M. Pfiffner yang dikutip oleh Sjamsudin (2010:10) 
mengatakan bahwa “administrasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang 
mengorganisasi dan menggerakkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan 




















Organisasi terdiri dari kelompok orang-orang yang bekerja 
dimana untuk mencapai tujuan organisasi dikembangkan dan 
dipertahankan pola-pola perilaku tertentu yang cukup stabil dan dapat 
diperkirakan sebelumnya. Pengembangan pola-pola tersebut akan tetap 
berlangsung meskipun orang-orang yang berada dalam organisasi itu 
berganti. Ada tiga dimensi yang penting dari organisasi, yaitu: 
kemajemukan (complekxity), formalisasi (formalization), dan 
pemusatan (centralization). Sedangakan menurut Pasolong (2008:3) 
berpendapat bahwa administrasi merupakan sebuah pekerjaan atau 
kegiatan yang terencana yang dilakukan sekelompok orang bersama-
sama untuk mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan rasional. 
Manusia adalah makhluk yang dinamis, ketidakterbatasan kebutuhan 
manusia dan keterbatasan kemampuannya untuk memenuhi 
kebutuhanya telah menghadapkan manusia untuk hidup berorganisasi. 
Hal ini didukung pula dengan karakteristik manusia sebagai makhluk 
sosial yang tidak memungkinkan hidup wajar tanpa berorganisasi. 
Organisasi telah dibentuk sejak manusia pertama hidup di muka bumi, 
sekelompok manusia yang mempunyai orientasi dan tujuan yang relatif 
sama berhimpun dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. 
Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, menjalankan suatu peranan. Kemudian definisi 
peran juga dikemukakan oleh Merton dalam (Rahma, 2016:26) sebagai 




















menduduki status tertentu. Peranan adalah proses dinamis kedudukan 
atau status (Soekanto, 2009:212-213). Kesimpulan dari dua definisi di 
atas adalah peran akan dimiliki oleh seseorang yang menduduki status 
tertentu dan didalam peran tersebut dalam mengembangkan suatu 
tanggung jawab untuk membawa pengaruh positif kepada masyarakat. 
Setiap kelompok manusia terdiri dari kelompok-kelompok 
manusia yang lebih kecil, setiap kelompok manusia kecil ini terdiri 
dari kelompok-kelompok manusia yang lebih kecil lagi, dan seterusnya 
hingga dijumpai kelompok manusia yang terdiri dari sejumlah 
manusia. Dalam interaksi organisasi dengan lingkungannya, organisasi 
akan menghadapi berbagai persoalan terutama bila lilngkungannya 
merupakan lingkungan yang tidak stabil dan berkembang terus. 
Disamping itu, organisasi jua akan menghadapi masalah-masalah 
internal.  
Program merupakan sebuah konsep yang saling terkait satu 
sama lain dan berada dalam alur rasional yang nyaris sejajar namun 
memiliki cakupan yang tidak sama, program adalah rangkaian dari 
proyek yang berhubungan dan berkelanjutan sampai waktu yang telah 
ditetapkan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan 
proyek adalah sebagian dari sebuah keseluruhan kegiatan yang 
menggunakan sumber-sumber untuk memperoleh suatu manfaaat 





















Kelompok kerja merupakan suatu kelompok yng terdiri dari dua 
orang atau lebih, yang saling mempengaruhi dan saling tergantung 
yang datang bersama-sama untuk mencapai sasaran tertentu. 
Kelompok ialah sejumlah orang yang berinteraksi satu sama lain yang 
secara psikologikal sadar satu sama lain, dan mempersepsikan diri 
sebagai bagian dari kelompok. Suatu organisasi terdiri dari berbagai 
kelompok kerja, dan berinteraksi dengan organisasi lainnya dalam 
suatu organisasi yang lebih besar. Parwoto dalam (Soehendy, 1997:28) 
menjelaskan bahwa Dalam sebuah organisasi kerja pada umumnya 
terdapat pembagian peran yang jelas dan tercantu dalam struktur 
organisasi. Pembagian peran harus terjadi agar jelas dalam pembagian 
tugas. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah 
dimana orang-orang berkumpul dan bekerjasama dalam memanfaatkan 
sumber daya organisasi seperti uang, mesin, lingkungan, sarana 
prasarana, metode dan lain-lainnya secara terkendali dan terpimpin. 
Sebuah orgnisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa 
aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan 
perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap 
masyarakat. Karena sebuah organisasi yang baik adalah organisasi 
yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat yang ada 
disekitarnya.  
Kelompok kerja berinteraksi dengan kelompok kerja lainnya 




















berhenti eksistensinya jika apa yang dikeluarkan olehnya tidak 
dirasakan bermanfaat, dan tidak diserap oleh organisasi lain. Untuk 
dapat mempertahankan diri, untuk dapat terus mengembangkan diri, 
suatu organisasi harus mampu mengadapi dan mengadapi masalah 
lingkungannya. Kemampuan organisasi ini sangat tergantung pada 
bagaimana keterpaduan dari kelompok kerjanya. Menurut 
Tjokroamidjoyo (1990:195) program adalah aktivitas sosial yang 
terorganisir dengan tujuan tertentu dalam ruang dan waktu yang 
terbatas, yang terdiri dari berbagai proyek dan biasanya terbatas pada 
satu atau lebih organisasi. Keberadaan ini tentunya berupa suatu 
kontribusi yang diberikan oleh organisasi tersebut. Kontribusi-
kontribusi tersebut bisa berupa pengambilan Sumber Daya Manusia 
(SDM) dalam negeri sebagai anggota-anggotanya, sehingga angka 
pengangguran dapat ditekan seminimal mungkin. Kelompok kerja 
merupakan kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan 
untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian 
tujuan organisasi.  
Kesepakatan tidak dengan mudahnya dapat dicapai. Karena 
setiap pribadi atasan dari berbagai tingkat, dan setiap kelompok kerja 
memiliki kepentingan masing-masing yang kebanyakan berbeda-beda 
sehingga sulit untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena dalam suatu 
kelompok tiap anggota memiliki tugas yang berbeda, maka konflik 




















Organisasi merupakan suatu bentuk persekutuan diantara 
beberapa orang yang dikoordinasi dalam rangka mencapai tujuan 
bersama yang telah ditentukan, dan terdapat seseorang sebagai atasan 
serta beberapa orang sebagai bawahan. Kelompok kerja merupakan 
sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain sekaligus 
mempersepsikan diri sendiri sebagai bagian dari kelompok yang 
datang bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi 
kelompok kerja dibedakan menjadi dua yaitu, fungsi kelompok kerja 
bagi anggota dan bagi organisasi. Bagi anggotanya, kelompok 
berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan para anggotanya, 
pengembang, penunjanng dan pemantapdari identitas dan pemelihara 
dari harga diri, penghasil gagasan baru dan jawaban kreatif, serta 
sebagai mekanisme pemecahan masalah dan pelaksanaan tugas. Bagi 
organisai, kelompok berfungsi sebagai pelaksana tugas yang majemuk 
dan saling tergantung. 
Organisasi terdiri dari berbagai kelompok kerja, dan berinteraksi 
dengan organisasi lainnya dalam suatu organisasi yang lebih besar. 
Dalam interaksinya, biasanya akan timbul suatu konflik yang terjadi 
antar kelompok. Organisasi adalah suatu hal yang tidak asing lagi bagi 
masyarakat luas, sebab hampir di setiap lapisan masyarakat memiliki 
organisasi untuk menjalankan suatu tujuan yang ingin dicapai. Setiap 




















dari organisasi, paling tidak setiap masing-masing orang memimpin 
dirinya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. 
Manajemen dan organisasi sangat berubungan erat, manajemen 
merupakan atau berarti sebagai kepemimpinan, sedangkan dalam 
organisasi juga terdapat kepemimpinan. Dengan demikian untuk 
menyusun organisasi yang baik dan dapat mencapai tujuan diperlukan 
manajemen yang baik juga. Pada dasarnya manajemen tidak dapat 
dipandang sebagai proses teknik secara ketat (peranan, prosedur, dan 
prinsip). Namun keterampilan dalam mengatur segala aspek dalam 
organisasi sangat diperlukan dalam mengatur tatakerja sesuai suatu 
tujuan, jika tujuan ingin tercapai dengan semaksimal mungkin. 
Hubungan dari manajemen, organisasi, dan tata kerja adalah 
organisasi secara keseluruhan atau sebagai suatu keselurahan 
memerlukan manajemen untuk mengatur sistem tata kerja. Pendekatan 
manajer individual untuk pengawasan sangat disarankan namun harus 
sesuai dengan situasi yang sedang berlangsung. Karena itu organisasi 
dapat dikatakan sebagai sekumpulan orang-orang yang disusun dalam 
kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 
Bersama.  
Peranan memiliki fungsi membatasi tingkah laku seseorang 
yang memiliki posisi tertentu dalam masyarakat. Hal ini membuat 
seseorang sadar akan hak dan kewajibanya dalam peran yang diemban. 




















masyarakat. Pengaruh positif dalam masyarakat secara otomatis dapat 
membawa masyarakat pada perilaku dan kebiasaan yang positif pula. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan 
bahwa organisasi kerja adalah aktor-aktor yang terlibat dalam 
pemberdayaan masyarakat disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten 
Malang. Aktor-aktor internal yang terlibat adalah bidang rehabilitas 
sosial, bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada lansia, panti, 
dan Lembaga-lembaga adalah bidang yang terlibat dalam organisasi 
kerja Dinas Sosial Kabupaten Malang. Selain itu, Dinas Sosial 
Kabupaten Malang juga melaksanakan kerjasama dengan Dinas 
Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya dalam melakukan 
pelatihan-pelatihan bagi masyarakat penyandang disabilitas di 
Kabupaten Malang. 
 
d. Penetapan Tujuan 
Tujuan organisasi ialah suatu pernyataan tentang keadaan yang 
diinginkan di mana organisasi bermaksud untuk merealisasikan dan 
sebagai pernyataan tentang keadaan diwaktu yang akan datang dimana 
organisasi sebagai kolektifitas mencoba untuk menimbulkannya. 
Tujuan organisasi merupakan pernyataan tentang keadaan atau situasi 
yang tidak terdapat sekarang tetapi dimaksudkan untuk dicapai di 
waktu yang akan datang melalui kegiatan-kegiatan organisasi. Sesuai 
dengan pengertian manajemen bahwa kegiatan manajemen pada 




















1997:28) menyebutkan bahwa Peranan dapat diidentifikasi dari 
penetapan suatu tujuan suatu kegiatan yang biasanya dilakukan oleh 
kelompok bersama pihak lain. Sebelum organisasi menentukan tujuan-
tujuan, terlebih dahulu harus menetapkan misi atau maksud organisasi.  
Misi adalah suatu pernyataan umum dan abadi tentang maksud 
organisasi. Misi suatu organisasi adalah maksud khas (unik) dan 
mendasar yang membedakan organisasi dari organisasi-organisasi 
lainnya dan mengindentifikasikan ruang lingkup operasi. Misi 
merupakan perwujudan dasar filsafat para pembuat keputusan strategik 
organisasi, mencerminkan konsep diri organisasi, serta menunjukan 
bidang-bidang produk atau jasa pokok dan kebutuhan-kebutuhan 
organisasi. 
Tujuan adalah suatu hasil akhir atau segala sesuatu yang akan 
dicapai. Tujuan yang dapat diukur dengan standarnya disebut sasaran 
atau target. Sehingga tujuan mempunyai pengertian lebih luas dan 
sasaran mempunyai pengertian lebih khusus (lihat hierarki rencana). 
Tujuan dari organisasi adalah suatu hasil akhir, titik akhir, atau segala 
sesuatu yang akan dicapai oleh organisasi. Untuk dapat mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan tersebut, dibutuhkan suatu perencanaan 
yang matang, serta didukung oleh fungsi-fungsi manajemen yang lain. 
Manajer melakukan kesalahan yang sama dan terus berulang dan 
hal tersebut seringkali dijumpai, terutama dalam hal penetapan tujuan 




















tersebut memulai kegiatan-kegiatan dan membuat keputusan-
keputusan tanpa penetapan suatu kerangka tujuan terlebih dahulu. 
Setiap kegiatan dari organisasi yang dilakukan dalam rangka untuk 
mencapai tujuan organisasi sering juga disebut dengan sasaran atau 
target.  
Penetapan tujuan atau sasaran atau target tersebut diperlukan 
suatu proses, yang didukung oleh data-data yang akurat serta sumber 
daya-sumber daya yang memadai.  Dalam proses penetapan tujuan 
organisasi tersebut, apabila dilakukan sesuai dengan prosedur yang 
benar, maka tujuan organisasi akan dapat dengan mudah tercapai, 
demikian juga sebaliknya, apabila kegiatan organisasi dilakukan tidak 
sesuai prosedur yang benar, maka tujuan dari organisasi tidak akan 
perbah tercapai. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa   proses 
penetapan tujuan organisasi merupakan usaha untuk menciptakan 
nilai-nilai tertentu melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan 
oleh organisasi. 
Peranan dapat diidentifikasi dari penetapan suatu tujuan suatu 
kegiatan yang biasanya dilakukan oleh kelompok bersama pihak lain. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa 
Dinas Sosial Kabupaten Malang memberikan perannya dalam 
penetapan tujuan sama halnya seperti proses pengambilan keputusan. 
Dinas Sosial Kabupaten Malang melibatkan seluruh pegawai dalam 




















seluruh pegawai untuk terlibat dalam penetapan tujuan dengan cara 
memberikan aspirasi dan melakukan evaluasi atas kegiatan 
sebelumnya yang dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penetapan 
tujuan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
Dalam penetapan tujuan, Dinas Sosial Kabupaten Malang 





2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat penghambat kerja Dinas 
Sosial dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat 
Disabilitas, meliputi: 
a. Faktor Pendukung, yaitu Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi tidak saja identik dengan keterlibatan secara fisik 
dalam pekerjaan dan tugas saja akan tetapi menyangkut keterlibatan 
diri atau ego, sehingga akan timbul tanggung jawab dan sumbangan 
yang besar dan penuh terhadap kelompok masyarakat desa untuk 
memutuskan dan ikut terlibat dalam pembangunan. Banyak program 
pembangunan yang kurang memperoleh antusias dan partisipasi 
masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi. Di lain pihak juga sering dirasakan 




















kapan dan dalam bentuk apa yang dapat atau dituntut untuk 
berpartisipasi. Chatarina (2011:16) menyatakan bahwa pemberdayaan 
adalah suatu cara rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar 
mampu menguasai kehidupannya atau pemberdayaan dianggap sebuah 
proses menjadikan orang yang cukup kuat untuk berpartisipasi 
terhadap kejadian-kejadian serta lembaga yang mempengaruhi 
kehidupanya. Sedangkan menurut Ambar (2004:77) pemberdayaan 
dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya atau proses 
pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian 
daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada 
pihak yang tidak atau kurang berdaya. 
Pemberian kesempatan berpartisipasi pada masyarakat, harus 
dilandasi oleh pemahaman bahwa masyarakat setempat layak diberi 
kesempatan karena juga punya hak untuk berpartisipasi dan 
memanfaatkan setiap kesempatan membangun bagi perbaikan mutu 
hidupnya. Adanya kesempatan yang diberikan, merupakan faktor 
pendorong tumbuhnya kemauan, dan kemauan akan menentukan 
kemampuannya. Sebaliknya, adanya kemauan akan mendorong 
seseorang untuk meningkatkan kemampuan serta memanfaatkan setiap 
kesempatan.  
Kemauan untuk berpartisipasi merupakan kunci utama bagi 
tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Kesempatan dan 




















berkembangnya partisipasi masyarakat, jika mereka sendiri tidak 
memiliki kemauan untuk membangun. Dalam mewujudkan tujuan 
program pembangunan pada setiap Lembaga dibutuhkan suatu pola 
manajerial dalam pengelolaan pembangunan, pola manajerial tersebut 
dimaksudkan agar hasil pembangunan dan program-program 
pemerintahan lainnya dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh 
masyarakat.  
Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam 
menunjang suksesnya pelaksanaan program pembangunan sangat 
dibutuhkan. Selain itu juga diperlukan kebijaksanaan pemerintah untuk 
mengarahkan serta membimbing masyarakat untuk bersama-sama 
melaksanakan program pembangunan. Partisipasi masyarakat 
merupakan modal utama dalam upaya mencapai sasaran program 
pemberdayaan masyarakat disabilitas. Keberhasilan dalam pencapaian 
sasaran pelaksanaan program pembangunan bukan semata-mata 
didasarkan pada kemampuan aparatur pemerintah, tetapi juga berkaitan 
dengan upaya mewujudkan kemampuan dan keamanan masyarakat 
untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan.  
Partisipasi masyarakat akan mampu mengimbangi keterbatasan 
biaya dan kemampuan pemerintah dalam pencapaian pelaksanaan 
program pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat 
menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijakan publik. 




















publik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah selalu berpihak 
kepada kepentingan masyarakat, sesuai dengan dasar negara Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak menyimpang dari 
peraturan perundang-undangan. 
Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pemberdayaan 
disabilitas merupakan proses dan wujud partisipasi politik masyarakat 
dalam kehidupan kenegaraan. Tingkat kesadaran hukum dan kesadaran 
masyarakat dalam berpartisipasi mempengaruhi pemberdayaan 
masyarakat disabilitas. Semakin tinggi kesadaran hukum dan 
kesadaran masyarakat melaksanakan pemberdayaan masyarakat 
disabilitas semakin besar sifat membangun dan tanggung jawab. 
Sebaliknya apabila kesadaran hukum dan kesadaran masyarakat masih 
rendah dapat melahirkan pemberdayaan masyarakat disabilitas yang 
bersifat merusak dan kurang bertanggung jawab. 
Partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat 
menjadi salah satu kunci kesejahteraan sosial. Keterlibatan masyarakat 
baik secara fisik, pemikiran, material maupun finansial diharapkan 
akan meningkatkan rasa kebersamaan dan rasa memiliki proses dan 
hasil pembangunan dikomunitas tersebut dengan demikian terdapat 
kaitan yang erat antara pemberdayaan dan partisipasi. Partisipasi 
masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat menjadi salah 
satu kunci kesejahteraan sosial. Prinsip pemberdayaan menurut Totok 




















pemberdayaan adalah pembangunan yang dilaksanakan harus bersifat 
lokal; lebih mengutamakan aksi sosial; menggunakan pendekatan 
organisasi komunitas atau kemasyarakatan lokal; adanya kesamaan 
kedudukan dalam hubungan kerja; menggunakan pendekatan 
partisipasif, para anggota kelompok sebagai subjek bukan objek; dan 
usaha kesejahteraan sosial untuk keadilan. 
Keterlibatan masyarakat baik secara fisik, pemikiran, material 
maupun finansial diharapkan akan meningkatkan rasa kebersamaan 
dan rasa memiliki proses dan hasil pembangunan dikomunitas tersebut 
dengan demikian terdapat kaitan yang erat antara pemberdayaan dan 
partisipasi. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam 
pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka; Partisipasi 
sebagai keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang 
ditentukanya sendiri;  Partisipasi sebagai suatu proses keterlibatan 
secara aktif dalam pengambilan keputusan bersama dengan pemerintah 
sikap sukarela masyarakat untuk membantu keberhasilan  program 
pembangunan yang telah ditentukan sendiri. 
Masyarakat akan berpartisipasi jika merasa bahwa kegiatan 
tersebut adalah penting, sehingga nantinya akan beranggapan bahwa 
itu semua dan akan membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik 
tujuan partisipasi masyarakat adalah untuk memperoleh informasi 
mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat; 




















Jika mereka merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
perencanaanya karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu 
hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan 
masyarakat.  
Beberapa situasi penting dalam partisipasi masyarakat itu 
sendiri yaitu masyarakat akan ikut berpartisipasi jika mereka merasa 
bahwa kegiatan tersebut dan akan membawa kea rah yang lebih baik 
dan bentuk partisipasi mereka pasti berbeda. Berdasarkan hasil 
wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa partisipasi 
masyarakat merupakan salah satu faktor pendukung dalam kinerja 
Dinas Sosial Kabupaten Malang. Masyarakat berpartisipasi dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang 
dan memberikan kontribusinya baik berupa barang, tenaga, pikiran dan 
juga uang. Bentuk partisipasi masyarakat tersebut dapat membanti 
kinerja pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat 
disabilitas di Kabupaten Malang. 
 
b. Faktor Penghambat, yaitu Terbatasnya Anggaran Dana 
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja 
yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan 
dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau 
metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor 
publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Penganggaran 




















untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses 
penganggaranorganisasi sektor publik dimulai ketika perumusan 
strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Program 
adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 
dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai 
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau 
masyarakat dikoordinasikan oleh instansi (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional). 
Anggaran merupakan managerial plan for action 
untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Anggaran sektor 
publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan 
masyarakat, dan sebagainya agar terjamin secara layak. Anggaran 
merupakan blue print keberadaan sebuah negaradan merupakan arahan 
di masa yang akan datang. Anggaran merupakan pernyataan mengenai 
setimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang 
dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah 
proses atau metode untuk menyiapkan anggaran.  
Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan 
yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam 
organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. 
Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentan 




















satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika 
perumusan strategi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. 
Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan 
strategi yang dibuat. 
Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara 
sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter 
yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu 
(periode) tertentu dimasa yang akan datang. Penyusunan anggaran 
usaha-usaha perusahaan akan lebih banyak berhasil apabila ditunjang 
oleh kebijaksanaan-kebijaksanaan yang terarah dan dibantu oleh 
perencanaan-perencanaan yang matang. Instansi yang 
berkecenderungan memandang ke depan, akan selalu memikirkan apa 
yang mungkin dilakukannya pada masa yang akan datang. Sehingga 
dalam pelaksanaannya, tinggal berpegangan pada semua rencana yang 
telah disusun sebelumnya. 
Pada dasarnya, seiring dengan cita-cita demokrasi nasional dan 
proses percepatan pembangunan maka muncul suatu yang dinamakan 
dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 yang merupakan perbaruan dari Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, 
wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 




















dapat diartikan sebagai hak untuk mengurus rumah tangga sendiri bagi 
suatu daerah.  
Otonomi diberikan sebagai upaya percepatan pembangunan dan 
peningkatan pelayanan sesuai tuntutan dan prakarsa masyarakat di 
daerah bersangkutan. Otonomi sebenarnya mengandung nilai-nilai 
kepercayaan yang dapat mengakomodasi kepentingan masyarakat 
daerah, sehingga akan meredam potensi terjadinya disintegrasi bangsa. 
Hal ini menjadi semakin logis dengan diberikannya otonomi pada 
daerah karena akan sangat sulit mengurus seluruh kepentingan negara 
yang banyak dan luas ini jika hanya dikerjakan secara terpusat.  
Hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, Indonesia 
menganut asas desentralisasi, yang disamping itu terdapat pula asas 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Desentralisasi berdasarkan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perbaruan dari 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan 
demikian, hal ini berarti semua urusan, tugas, dan wewenang 
pelaksanaan pemerintahan diserahkan sepenuhnya kepada daerah. 
Suatu pengaturan secara adil dan selaras mengenai hubungan 
keuangan, pelayanan umum, antara pemerintah pusat dan pemerintah 




















mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan 
sumber-sumber pendanaan perlu diatur perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang merupakan subsistem 
keuangan negara sebagai konsekuensi pembagian tugas atau sejalan 
dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan 
pemerintah daerah. Pendanaan atas penyerahan urusan kepada 
pemerintahan daerah menganut prinsip money follow function, yang 
bermakna bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang 
menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat 
pemerintahan. 
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan 
bahwa terbatasnya anggaran dana merupakan faktor penghambat 
kinerja Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam melaksanakan 
pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. Dinas 
Sosial Kabupaten Malang tidak dapat merealisasikan seluruh kegiatan 
yang direncanakan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat 
disabilitas di Kabupaten Malang dikarenakan terbatasnya anggaran 
dana. Rencana kegiatan harus dimasukkan ke agenda pada tahun 
berikutnya agar dapat diikutkan pada pagu anggaran dana di tahun 
selanjutnya, sehingga rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat 























1. Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas, meliputi: 
a. Keterlibatan dalam keputusan 
Seluruh pegawai Dinas Sosial Kabupaten Malang aktif turut 
memberikan aspirasi dalam pengambilan keputusan yang berfungsi 
untuk peran strategis Dinas Sosial Kabupaten Malang dalam 
melaksanakan pemberdayaan bagi masyarakat disabilitas di Kabupaten 
Malang. 
 
b. Bentuk Kontribusi 
Pemberdayaan masyarakat disabilitas dapat dilaksanakan dengan 
melakukan pelatihan menjahit, memasak, memijat, keterampilan 
bengkel dan sebagainya. Beberapa upaya yang sudah dilakukan 
pemerintah ini terkhusus bagi masyarakat penyandang cacat fisik saja. 
 
c. Organisasi Kerja 
Aktor-aktor internal yang terlibat adalah bidang rehabilitas sosial, 
bidang linjamsos, dan bidang dayasos yang ada lansia, panti, dan 




















Dinas Sosial Kabupaten Malang, kerjasama dengan Dinas Pendidikan, 
Dinas Tenaga Kerja dan lain sebagainya.  
 
d. Penetapan Tujuan 
Dinas Sosial Kabupaten Malang memberdayakan seluruh pegawai 
untuk terlibat dalam penetapan tujuan dengan cara memberikan 
aspirasi dan melakukan evaluasi atas kegiatan sebelumnya yang 
dijadikan sebagai salah satu acuan dalam penetapan tujuan 
pemberdayaan masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang. 
 
2. Faktor pendukung dan Faktor Penghambat penghambat kerja Dinas 
Sosial dalam menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat 
Disabilitas, meliputi: 
a. Faktor Pendukung yaitu Partisipasi Masyarakat 
Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat 
disabilitas di Kabupaten Malang dan memberikan kontribusinya baik 
berupa barang, tenaga, pikiran dan juga uang yang dapat membantu 
kinerja pemerintah dalam melakukan pemberdayaan masyarakat 
disabilitas. 
 
b. Faktor Penghambat, yaitu Terbatasnya Anggaran Dana 
Dinas Sosial Kabupaten Malang tidak dapat merealisasikan seluruh 
kegiatan yang direncanakan dalam melaksanakan pemberdayaan 




















anggaran dana. Rencana kegiatan harus direncanakan secara berkala 
disesuaikan dengan tersedianya anggaran dana. 
 
B. Saran 
1. Saran Bagi Masyarakat  
a. Masyarakat seharusnya lebih banyak memberi dukungan dalam 
bentukan masukan-masukan bagi masyarakat disabilitas; 
b. Perlu adanya keterlibatan, baik masyarakat, dinas terkait maupun para 
penyandang cacat untuk mewujuddkan adanya kesetaraan dan 
pemberdayaan bagi penyandang cacat. 
 
2. Saran Bagi Pemerintah 
a. Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk 
pemberdayaan penyandang cacat, terutama setelah disahkannya 
Peraturan Daerah tentang penyandang cacat; 
b. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan selama ini seharusnya diubah 
menjadi bentuk pemberdayaan yang bersifat memandirikan dan 
memanusiakan penyandang cacat; 
c. Alangkah lebih baik apabila Dinas Sosial Kabupaten Malang 
melakukan kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas 
Perhubungan serta Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten 
Malang agar dapat meningkatkan proses penyampaian informasi atau 




















terkait program yang dilaksanakan, agar informasi tersebut dapat 
diketahui oleh penyandang cacat dengan merata; 
d. Pihak Penyedia fasilitas harus lebih tegas dan memberi sanksi kepada 
masyarakat yang menyalahgunakan fasilitas bagi penyandang cacat; 
e. Pemerintah Daerah membuat inovasi dalam pemberdayaan masyarakat 
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No Fokus Data Primer Data Sekunder Pertanyaan 
























4. Berita Online 
 
1. Apakah Peran Dinas Sosial Kabupaten Malang 
dalam menunjang Program Pemberdayaan 
Masyarakat Disabilitas? 
 









an Dinas Sosial 
Kabupaten Malang 







1. Bagaimanakah keterlibatan Dinas Sosial dalam 
Pengambilan Keputusan dalam menyelesaikan 
persoalan Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di 
Kabupaten Malang? 
2. Bagaimanakah keterlibatan Seluruh Pegawai Dinas 
Sosial dalam Pengambilan Keputusan dalam 
menyelesaikan persoalan Pemberdayaan Masyarakat 



















No Fokus Data Primer Data Sekunder Pertanyaan 
Kabupaten Malang 
 
 3. Bentuk Kontribusi Hasil wawancara 
Bersama Informan 




ilan Dinas Sosial 
Kabupaten 
Malang 






2. Berita Online 
3. Perda 




1. Apa sajakah bentuk kontribusi Dinas Sosial 
Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas? 
2. Bagaimanakah Dinas Sosial Kabupaten Malang 
memberikan kontribusinya dalam Pemberdayaan 
Masyarakat Disabilitas? 
3. Seperti apakah Pemberdayaan Masyarakat 
Disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Malang? 
 4. Organisasi Kerja Hasil wawancara 
Bersama Informan: 




ilan Dinas Sosial 
Kabupaten 
Malang 






1. Siapa sajakah yang berperan dalam pemberdayaan 
masyarakat disabilitas di Dinas Sosial Kabupaten 
Malang? 
2. Dengan Siapa sajakah (Organisasi Kerja), Dinas 
Sosial Kabupaten Malang melaksanakan kerjasama 

























 3. Penetapan Tujuan Hasil wawancara 
Bersama Informan: 




ilan Dinas Sosial 
Kabupaten 
Malang 










2. Studi Pustaka 
 
1. Bagaimanakah Dinas Sosial melaksanakan penetapan 
tujuan dalam melaksanakan program pemberdayaan 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang? 
2. Bagaimanakah Dinas Sosial melaksanakan penetapan 
tujuan dalam menyelesaikan masalah pemberdayaan 
masyarakat disabilitas di Kabupaten Malang? 
 
 
2.  Faktor Pendukung dan 
Penghambat dalam 






















1. Apa sajakah faktor pendukung dalam kerja Dinas 
Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 
Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas? 
2. Bagaimanakah partisipasi dan peran serta masyarakat 
dalam menunjang Program Pemberdayaan 
Masyarakat Disabilitas? 
3. Bagaimanakah pendapat Penyandang Disabilitas 


















No Fokus Data Primer Data Sekunder Pertanyaan 













Disabilitas yang dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Malang? 
4. Apa sajakah faktor pendukung dalam kerja Dinas 
Sosial Kabupaten Malang dalam menunjang Program 


































Gambar. Peneliti Bersama dengan Informan 
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